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BAB I PENDAHULUAN A. La Lata tarr Be Bela laka kang ng



Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sen sendiri diri



urusa rusan n



pem pemerin erinta taha hann nny ya



untu ntuk



menin ening gkatka atkan n



efis efisie iens nsii



dan dan



efek efekti tivi vita tass



 penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untu Untuk k meny menyele eleng ngga garak rakan an peme pemerin rintah tahan an terseb tersebut ut,, Daer Daerah ah berh berhak ak meng mengen enak akan an  pungutan kepada masyarakat. Pajak daerah merupakan merupakan pungutan pungutan wajib yang yang dikenakan dikenakan oleh  pemerintah  pemerintah daerah daerah kepada penduduk penduduk yang yang mendiami wilayah wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh



 pemerint  pemerintah ah daerah daerah yang memungu memungutt



 pungutan  pungutan wajib wajib yang yang dibay dibayarkan arkan tersebut tersebut . . Pajak  daerah ini diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah



daerah yang disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat daerah serta dipungut oleh lembaga yang berad yang  beradaa di dalam dalam strukt struktur ur pemerin pemerintah tah daerah daerah yang bersangkut bersangkutan. an. Selain Selain itu pemung pemungutan utan pajak pajak ini juga juga berdasa berdasarka rkan n Undang Undang-Un -Undan dang g Dasar Dasar Negara Negara Repu Republ blik ik Indo Indone nesi siaa Tahu Tahun n 1945 1945 yang yang menem menempat patka kan n perp perpaja ajaka kan n sebag sebagai ai salah salah satu satu  perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak  dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.



B. Identifikasi Masalah



Dalam Dala m peny penyusun usunan an mak makalah alah ini, peny penyusun usun men mencob cobaa men mengide gidendif ndifika ikasi si bebe beberapa rapa  pertanyaan yang akan dijadikan sebagai bahan dalam dala m penyusunan dan penyelesaian penyelesa ian masalah. masa lah. Diantaranya sebagai berikut : 1. Pengerti Pengertian an pajak daerah daerah dan dan retribus retribusii serta landasa landasan n hukumny hukumnyaa ? 2. Objek, subjek dan wajib pajak/retribusi dalam pajak daerah dan retribusi daerah ? 3. Kriteria - kriteria dalam pajak daerah dan dan retribusi daerah ?



4. Tarif Tarif yang berla berlaku ku dalam dalam pajak pajak daerah daerah dan retru retrubus busii daerah daerah ? 5. Berapa persentase persentase pembagian pembagian hasil pajak pajak daerah daerah untuk untuk tingkat tingkat I dan dan II ? 6. Bagaimana tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diadakan ? 7. Bagaimana Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi



terjadi menurut Undang – Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ? C. Ma Maksu ksud d dan dan Tuj Tujua uan n 1
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1. Tujuan diadakannya penyusunan makalah ini adalah guna memenuhi salah satu tugas



mata kuliah Perekonomian Indonesia yaitu Perpajakan 1 2. Maksud dari adanya adanya penyus penyusunan unan makalah makalah ini ini adalah adalah sebagai sebagai berikut berikut : a. Menget Mengetahu ahuii dan memaha memahami mi tentan tentang g penger pengertia tian n yang yang dimaksu dimaksud d dengan dengan Pajak  Pajak 



Daerah dan Retribusi Daerah beserta landasan hukumnya b. Mengetahui dan memahami tentang objek, subjek dan wajib pajak/retribusi pajak/retribusi c. Mengetahui dan memahami tentang kriteria – kriteria baik untuk pajak maupun



retribusi daerah-nya d. Mengetahui dan memahami tentang besaran tarif baik untuk pajak dan retribusi



daerah-nya e. Menge Mengeta tahu huii dan dan mema memaha hami mi tent tentan ang g besa besaran ran perse persent ntase ase bagi bagi hasi hasill pend pendap apat atan an  pajak daerah untuk tingkat I dan II f. Menge Mengeta tahu huii dan dan mema memaha hami mi tent tentan ang g tata tata cara cara pemu pemung ngut utan an dalam dalam pajak pajak daera daerah h maupun retribusi daerah g. Mengetahui Mengetahui dan memahami memahami tentang tentang cara Pengawasan Pengawasan dan Pembatalan Pembatalan Peraturan



Daerah Daerah yang yang mengat mengatur ur Pajak Pajak dan Retrib Retribusi usi terjadi terjadi menuru menurutt Undang Undang – Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



D. Meto Metode de Pene Penela laah ah



Dalam Dalam penyu penyusun sunan an makala makalah h ini, ini, penuli penuliss menggu menggunak nakan an metode metode pustak pustaka, a, berbag berbagai ai referensi dari buku dan pencarian situs website yang relevansinya dengan permasalahan yang menjadi objek kajian pembahasan ini.



BAB II 2



  PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH   June 12, 2011



PEMBAHASAN A. Pa Paja jak k Daer Daerah ah



Pemerintah daerah yang memiliki derajat otonomi tertentu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menarik pajak daerah. Sering kali pajak-pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah terkadang terkadang kurang kurang cocok untuk diterapkan diterapkan sebagai sebagai



 penerimaan  penerimaan



daerah. Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya.  pemerintah ah daerah daerah memili memiliki ki kemamp kemampuan uan untuk  Hal ini sangat dimungkinkan jika  pemerint menetapkan menetapkan sendiri jenis-jenis pajak  daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari



tingkata tingkatan n pemerinta pemerintahan han yang lebih tinggi. Agar pemerintah daerah memiliki memiliki kemampuan kemampuan optim optimal al untu untuk k memu memung ngut ut  pajak  pajak daerah daerah yang yang ada di daerah daerahnya nya,, perlu perlu kiran kiranya ya mempertim mempertimbangka bangkan n pajak-pajak  pajak-pajak  daera daerah h yang yang mema memang ng sesua sesuaii untu untuk k dijad dijadik ikan an sumb sumber  er   pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivit efektivitas as dalam dalam pemung pemungutan utan pajak pajak daerah daerah tersebut. tersebut.



1. Pe Pen ngertian



Menurut Davey (1988:40) secara umum perpajakan daerah dapat diartikan sebagai  berikut: a. pajak yang yang dipungu dipungutt oleh pemerintah pemerintah daerah daerah dengan dengan pengatu pengaturan ran dari daerah daerah sendiri sendiri  b. pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi penetapan taripnya oleh  pemerintah daerah c. pajak yang ditetapkan ditetapkan dan dan atau atau dipungu dipungutt oleh pemerintah pemerintah daerah; daerah; d. paja pajak k yang ang dipu dipung ngut ut dan dan diad diadmi mini nitr tras asik ikan an oleh oleh peme pemeri rint ntah ah pusa pusatt teta tetapi pi hasi hasill  pungutannya  pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah. Menurut Tony Marsyahrul (2004:5) : “ Pajak “ Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”. Seda Sedang ngka kan, n, menu menuru rutt Mard Mardia iasm smo, o, (200 (2002: 2:5) 5) : “ Pajak adalah iuran wajib yang  dilaku dilakukan kan oleh oleh orang orang pribad pribadii atau atau badan badan kepada kepada daerah daerah tanpa tanpa imbala imbalan n langsu langsung ng yang  yang   seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunaka gunakan n untuk untuk membia membiayai yai penyele penyelengg nggara arakan kan pemerin pemerintah tah daerah daerah dan pemban pembangun gunan an daerah”. daerah”.
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Dan di dalam ketatanegaraan Indonesia yang dimaksud dengan pajak berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 6 jo Undang-Undang  Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah kontribusi wajib kepada kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan badan yang bersifat memaksa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang,, dengan dengan tidak mendapatkan mendapatkan imbalan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran r akyat.



2. La Land nda asa san n Huk Hukum um



Dalam hal pemungutan pajak, Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan pada  pasal 23 A yang ,menyebutkan bahwa :”Pajak : ”Pajak & pungutan lain yang bersifat memaksa untuk  keperluan negara diatur dengan undang-undang”



Selain itu, dalam e volusi penarikan pungutan ini ditandai dengan beragamnya beragamnya  perundang-undangan dangan yang ditetapkan ditetapkan oleh pemerintah pemerintah pusat dalam penarikannya penarikannya..  peratu  peraturan ran  perundang-un Sejak masa kemerdekaan, peraturan-perundang-undangan yang mendasari pemungutan Pajak  Daerah sebagai berikut : a.



Undang-Undang Undang-Undang Darurat Darurat Nomor Nomor 11 Tahun Tahun 1957 tentang tentang Peraturan Peraturan Umum Umum Pajak  Pajak 



Daerah  b.



Undang-U Undang-Undan ndang g Nomor Nomor 18 18 Tahun Tahun 1997 1997 tentang tentang Pajak Pajak Daerah Daerah dan Retribusi Retribusi Daerah Daerah



c.



Undang-Und Undang-Undang ang Nomor Nomor 34 Tahun 2000 tentang tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Un Undang-Undang dang



 Nomor  Nomor 18 Tahun Tahun 1997 1997 tentan tentang g Pajak Pajak Daerah Daerah dan dan Retribu Retribusi si Daerah Daerah d.



Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



e.



PP No No. 65 65 Tah Tahu un 20 2001 te tentang Pa Pajak jak Dae Daerrah



3. Kriteria



Selanjutnya dalam menilai pajak daerah dapat digunakan kriteria pengukuran sebagai  berikut : a. Bersifa Bersifatt pajak pajak dan bukan bukan retribu retribusi si  b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang  bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten /kota yang bersangkutan. c. Objek dan dan dasar pengenaan pengenaan pajak tidak bertentan bertentangan gan dengan dengan kepentingan kepentingan umum d. Pote Potens nsin iny ya mema memada daii dan dan hasi hasill pene peneri rima maan an paja pajak k haru haruss lebi lebih h besa besarr dari dari biat biataa  pemungutan
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e. Tidak Tidak memberika memberikan n dampak ekonom ekonomii yang negatif. negatif. Karena Karena pajak tidak mengga menggangg nggu u alokasi sumber – sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekport – import f. Memperh Memperhatik atikan an aspek aspek keadil keadilan an dan kemampu kemampuan an masya masyarakat rakat g. Menj Menjag agaa kele kelest star aria ian n ling lingku kung ngan an yang ang bera berart rtii bahw bahwaa peng pengen enaa aan n paja pajajk jk tida tidak  k  memberikan memberikan peluang kepada Pemda atau Pemerintah Pemerintah atau pun masyarakat luas untuk  merusak lingkungan Ini berarti berarti harusl haruslah ah jelas jelas kepada kepada daerah daerah mana mana suatu suatu pajak pajak harus harus dibaya dibayarkan rkan,, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak. Pajak tidak  mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain,  pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah baik dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.



4. Je Jen nis – Jenis



Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang  Nomor 34 Tahun 2000, 2000, menjelaskan bahwa pajak p ajak daerah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu : a.



Paja Pa jak k daer daerah ah Tin Tingk gkat at I (Pr (Prop opins insi) i)



1)



Paja Pa jak k Ken Kenda dara raan an Be Berm rmot otor or da dan n Ken Kenda dara raan an di At Atas as Ai Air  r 



2)



Beaa Bali Be Balik k Nam Nama Kend Kendar araa aan n Ber Bermo moto torr dan dan Ken Kenda dara raan an di di Atas Atas Air  Air 



3)



Pajak Bahan Bakar Ke Kendara raaan



4)



Paja Pa jak k Air Perm Permuk ukaa aan n (Peng (Pengam ambi bila lan n dan pema pemanf nfaa aata tan n air di bawa bawah h tanah tanah dan dan



air di permukaan) 5)



Pajak Rokok .



b. Paj Pajak ak daerah daerah Tingk Tingkat at II (Kota/K (Kota/Kota otamady madya/K a/Kabu abupat paten) en)



1)



Pajak Hotel



2)



Pajak Restoran



3)



Pajak Hiburan



4)



Pajak Reklame



5)



Pajak Penerangan Jalan



6)



Pajak ajak Bahan ahan Pen Penggalian lian Golo olongan C



7)



Pajak Parkir  



8)



PBB Perdesaan dan Perkotaan 5
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9)



BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)



10) 10)



Paja Pajak k Sara Sarang ng Buru Burun ng Wa Wale lett



11) 11)



Pajak Pajak Air Tan Tanah ah (Peng (Pengam ambil bilan an dan pem peman anfaa faatan tan air air di bawah bawah tana tanah h dan air di di



 permukaan) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana yang telah ditentukan  pada UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1- 2 . Dan jenis pajak tidak dapat dipungut apabila  potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan dengan Peratu Peraturan ran Daerah. Daerah. Selain Selain itu khusus khusus untuk untuk Daerah Daerah yang yang setingk setingkat at dengan dengan daerah daerah  provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukot Ibukotaa Jakart Jakarta, a, jenis jenis Pajak Pajak yang yang dapat dapat dipung dipungut ut merupa merupakan kan gabung gabungan an dari dari Pajak Pajak untuk  untuk  daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.



5. Ka Kara rakt kter eris isti tik k Pajak Pajak Daer Daerah ah a.



Paja Pa jak k daer daerah ah Tin Tingk gkat at I (Pr (Prop opins insi) i)



1)  Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 



Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 12 Pajak Kendaraan Bermotor adalah “ pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”. Dan dalam pasal 1 ayat 13 Kendar Kendaraan aan Bermot Bermotor or adalah adalah “ semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang  digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor  atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat   secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan dioperasikan di air”. Objek Pajak Kendaraan Bermotor sendiri diatur dalam pasal 3 ayat 1 yang menyatakan  bahwa, objek pajak kendaraan bermotor adalah a dalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Objek pajak ini ada pengecualiannya (pasal 3 ayat 3), seperti : →



kereta api



→



Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara



→



kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah



→



objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
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Selanjutnya, dalam pasal 4 ayat 1 - 2 menjelaskan tentang Subjek Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk Pasal 4 ayat 1 menjelaskan tentang siapa subjek pajak kendaraan bermotor  adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Dan di ayat 2 dispesifikan kembali tentang Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang  pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu : →



 Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan



→



 bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau  pencemaran lingkungan akibat penggunaan penggunaan Kendaraan Bermotor.



Dan khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk  alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Untuk menentukan Nilai jual ini ditentukan  berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak  sebelumnya atas suatu kendaraan bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor digolongkan menjadi 3, yaitu :  No 1



Jenis Kendaraan Bermotor Pribadi



Tarif  a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama  paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);  b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara  progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). ”UU No. 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat 1”



→



Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama (UU (UU No.



2



ang angkuta kutan n umu umum, amb ambulan ulans, s,



28 Tahun 2009 pasal 6 ayat 2) ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma



 pemadam kebakaran, sosial



lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu



keagamaan, lembaga sosial dan



 persen).



keagamaan, Pemerintah/



” UU No. 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat 3”



TNI/POLRI, Pemda, dan Kendaraan lain yang ditetapkan 7
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3



dengan Peraturan Daerah alatalat-al alat at berat berat dan dan alat alat-al -alat at besar besar



dite diteta tapk pkan an pali paling ng rend rendah ah sebesa sebesarr 0,1 0,1% % (no (noll kom komaa satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). ” UU No. 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4”



2)  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 



Dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 14 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  adalah “ pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua  pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha”. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dalam pasal 9 ayat 1 yang menyat menyatakan akan bahwa bahwa objek objek pajak pajak bea balik balik nama nama kendar kendaraan aan bermot bermotor or adalah adalah penye penyeraha rahan n kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan pengecualian (pasal 9 ayat 3) sebagai berikut : 



kereta api







Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara







Kend Kendar araan aan Berm Bermot otor or yang ang dimi dimili liki ki dan/ dan/at atau au diku dikuasa asaii kedu kedutaa taan, n, kons konsul ulat at,,  perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah







objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.



Dalam menentuka menentukan n subjek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Kendaraan Bermotor Bermotor diatur diatur dalam  pasal 10 ayat 1, yang menyatakan subjek pajak Bea Balik Nama Na ma Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Dan di ayat 2 disebutkan bahwa Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Peng Pengen enaan aan Bea Bea Bali Balik k Nama Nama Kend Kendar araan aan Berm Bermoto otorr ini ini dida didasar sarka kan n dari dari nila nilaii jual jual kendaraan bermotor. Dan tarifnya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu : a) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing



sebagai berikut : →



 penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)



→



 penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen) (UU No. 28 Tahun 2009 pasal 12 ayat 1 )



8
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 b) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak  menggu menggunak nakan an jalan jalan umum umum tarif tarif pajak pajak ditetap ditetapkan kan paling paling tinggi tinggi masing masing-ma -masin sing g sebagai berikut: →



 penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh puluh lima persen)



→



 penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen). (UU No. 28 Tahun 2009 pasal 12 ayat 2 )



Dan tarif ini ditentukan oleh Peraturan Daerah oleh karena itu, tarif ini akan berbeda disetiap daerahnya sesuai peraturan yang berlaku di tiap - tiap daerah. Selain itu Bea balik  nama nama kendar kendaraan aan bermot bermotor or yang yang teruta terutang ng ini akan akan dipung dipungut ut di wilay wilayah ah daerah daerah kendar kendaraan aan  bermotor terdaftar dan dibayarkan saat pendaftaran. Seorang wajib pajak bea balik nama kendar kendaraan aan bermot bermotor or wajib wajib mendaf mendaftar tarkan kan penye penyeraha rahan n Kendar Kendaraan aan Bermot Bermotor or dalam dalam jangka jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan (UU ( UU No. 28 Tahun 2009  pasal 14). 14). Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan. penyerahan (UU ( UU No. 28 Tahun 2009  pasal 15) 15) Laporan tertulis itu paling tidak berisi tentang : →



nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan



→



tanggal, bulan, dan tahun penyerahan



→



nomor polisi kendaraan bermotor 



→



lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 



→



khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal



3)  Pajak Bahan Bakar Kendaraan



Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar  kendaraan bermotor  (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 15) . Sedangkan, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor (UU ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 16  ). Objek Objek Pajak Pajak Bahan Bahan Bakar Bakar Kendar Kendaraan aan Bermoto Bermotorr adalah adalah Bahan Bahan Bakar Bakar Kendar Kendaraan aan Bermotor Bermotor yang disediakan disediakan atau dianggap digunakan digunakan untuk kendaraan kendaraan bermotor, bermotor, termasuk   bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 16  ). Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (UU (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 17 ayat 1 ). Sedangkan untuk Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar  9
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Kendaraan Bermotor (UU (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 17 ayat 2 ). Dan dalam pemungutan Pajak  Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada: 



Lembaga penyalur, antara lain, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar  (APMS) (APMS),, Premiu Premium m Solar Solar Packed Packed Dealer Dealer (PSPD) (PSPD),, Stasiu Stasiun n Pengis Pengisian ian Bahan Bahan Bakar  Bakar  Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual BBM kepada konsumen akhir (konsumen langsung);







Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan bermotor. Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri maka produsen dan/atau importir 



atau nama lain sejenis wajib menanggung Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya. Produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis tidak mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas penjualan bahan  bakar minyak untuk usaha industri. Dalam hal pembelian pembelian Bahan Bakar Kendaraan Kendaraan Bermotor Bermotor dilakukan dilakukan antarpenyedia antarpenyedia Bahan Bahan Bakar Bakar Kendar Kendaraan aan Bermoto Bermotor, r, baik baik untuk untuk dijual dijual kembali kembali kepada kepada lembag lembagaa penya penyalur  lur  dan/atau konsumen langsung, maka yang wajib mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermot Bermotor or adalah adalah penye penyedia dia yang yang meny menyalur alurkan kan Bahan Bahan Bakar Bakar Kendar Kendaraan aan Bermo Bermotor tor kepada kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung. Untuk dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (UU ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 18 ). Dalam Dalam hal menent menentuka ukan n berapa berapa besarn besarnya ya harga harga jual jual bahan bahan bakar  bakar  kendaraan bermotor sebelum PPN namun sudah termasuk PBB-KB maka, dapat dihitung dengan cara (5% x 100/105 100/105 x harga jual per liter-nya ) Sedangkan untuk tarifnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi tinggi sebesar 10% dan tarif Khusus Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bermotor untuk bahan  bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 19). 19 ). Dan perlu diketahui Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dari itu besaran tarif disetiap daerah akan berbeda sesuai  peraturan daerah yang berlaku.



4)  Pajak Air Permukaan (Pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan



air di permukaan)



10
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Pajak Pajak Air Air Perm Permuk ukaan aan adal adalah ah pajak pajak atas atas peng pengam ambi bila lan n dan/ dan/at atau au pema pemanf nfaat aatan an air  air   permukaan (UU ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 17 ), 17 ), sedangkan untuk air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat (UU ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 18 ). Untuk pengenaan objek   pajaknya sendiri (UU No. 28 Tahu Tahun n 2009 009 Pasal asal 21 ) beru berupa pa peng pengam ambi bila lan n dan/ dan/at atau au  pemanfaatan Air Permukaan, kecuali : →



 pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, tangga, pengairan pengairan pertanian pertanian dan perikanan perikanan rakyat, rakyat, dengan dengan tetap memperhatik memperhatikan an kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan



→



 pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.



Untuk Untuk subjek subjek Pajak Pajak Air Permuk Permukaan aan adalah adalah orang orang pribad pribadii atau Badan Badan yang yang dapat dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Sedangkan, untuk wajib Pajak  Air Permuk Permukaan aan adalah adalah orang orang pribad pribadii atau atau Badan Badan yang yang melaku melakukan kan pengam pengambil bilan an dan/at dan/atau au  pemanfaatan Air Permukaan (UU (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 22 ). Dalam Dalam dasar dasar pengen pengenaan aan pajak pajak air permu permukaa kaan n ditent ditentuka ukan n oleh oleh nilai nilai perole perolehan han air   permukaan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 23 ). Dan nilai perolehan air ini dipengaruhi oleh  beberapa faktor, seperti : →



 jenis sumber air 



→



lokasi sumber air 



→



tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air 



→



volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan



→



kualitas air 



→



luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air 



→



ting tingka katt keru kerusak sakan an ling lingku kung ngan an yang yang diak diakib ibat atka kan n oleh oleh peng pengam ambi bilan lan dan/ dan/at atau au  pemanfaatan air 



Besaran tarif yang dipungut maksimal sebesar 10 % dari dasar pengenaan pajak air   permukaan dan tarif ini ditetapkan dengan peraturan daerah (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal  24). 24). Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada (UU  ( UU   No. 28 Tahun 2009 2009 Pasal 25). 25 ).



5)



 Pajak Rokok 



Pajak Rokok adalah pungutan pungutan atas cukai rokok yang dipungut dipungut oleh Pemerintah ( UU   No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 19 ). Objek Pajak Rokok Rokok sendiri diatur dalam pasal 26 yang 11
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menyatakan bahwa objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok yang dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Subjek pajak rokok adalah konsumen konsumen rokok. Sedangkan untuk Wajib Pajak Rokoknya adalah  pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok  Pengusaha Pengusaha Barang Kena Cukai. Pajak Rokok Rokok ini dipungut oleh instansi instansi Pemerintah Pemerintah yang berwenang berwenang untuk memungut cukai (Direktur Jenderal Bea dan Cukai) selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. (UU No. 28 Tahun 2009



 Pasal 27 ) Untuk dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok, hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 28. Dan untuk pengenaan tarif Pajak  Rokoknya sendiri telah ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 



29) 29). Sedangkan, untuk besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 30 ).



Walaupun pajak ini merupakan jenis pajak baru, namun diperkirakan pengenaan Pajak  Rokok tidak terlalu membebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan  pokok



dan



bahkan



pada



tingkat



tertentu



konsumsinya



perlu



dikendalikan.



Di



 pihak lain, pengenaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri rokok karena beban Pajak Pajak Rokok Rokok akan akan disesua disesuaika ikan n dengan dengan kebijak kebijakan an strateg strategis is di bidang bidang cukai cukai nasion nasional al dan  besarannya disesuaikan dengan daya pikul industri rokok mengikuti natural growth (pertumbuhan alamiah) dari industri tersebut. Untuk penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50%. Hasil ini diperuntukan dalam mendanai pelayanan kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan,  penyediaan sarana



umum yang memadai bagi perokok (smoking area),



kegiatan



memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok) merokok) serta penegakan hukum (pemberantasan (pemberantasan peredaran peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok).



b. Paj Pajak ak daerah daerah Tingk Tingkat at II (Kota/K (Kota/Kota otamady madya/K a/Kabu abupat paten) en) 1)



 Pajak Hotel 



Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 ). Hotel adalah (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 21 ). Objek Pajak  Hotel Hotel adalah adalah pelay pelayanan anan yang yang disedia disediakan kan oleh oleh hotel hotel dengan dengan pembay pembayaran aran,, termas termasuk uk jasa  penunjang



sebagai



kelengkapan hotel



yang



12



sifatnya



memberikan



kemudahan dan
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kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 32 ). Objek pajak hotel ini meliputi : a) fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan



dipung dipungut ut bayaran bayaran,, yang yang mencak mencakup up juga juga motel, motel, losmen losmen,, gubuk gubuk pariwi pariwisata sata,, wisma wisma  pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan  jumlah kamar lebih dari 10. b)  pelayanan penunjang antara lain : telepon, faksimilie, teleks, foto copy, layanan cuci,



seterika, taksi dan pengangkut lainnya disediakan atau dikelolah hotel. c) hibura hiburan n dan persewaan persewaan ruanga ruangan n di hotel hotel yang yang disewak disewakan an oleh oleh pihak pihak hotel, hotel, fasilit fasilitas as



olahraga dan hiburan.  Namun, objek pajak hotel ini ada pengecualiannya, pengecualiannya, seperti : a) jasa jasa temp tempat at ting tingga gall asram asramaa yang yang disel diselen engg ggar arak akan an oleh oleh Peme Pemerin rinta tah h atau atau Peme Pemerin rinta tah h Daerah  b) jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya c) jasa tempat tempat tingga tinggall di pusat pusat pendid pendidikan ikan atau atau kegiatan kegiatan keagamaan keagamaan d) jasa tempat tempat tinggal tinggal di rumah sakit, sakit, asrama perawat, perawat, panti jompo, jompo, panti panti asuhan, asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis d) jasa biro perjalanan perjalanan atau atau perjalanan perjalanan wisata yang yang diselengga diselenggarakan rakan oleh Hotel Hotel yang dapat dapat dimanfaatkan oleh umum. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang  pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel “Pengusaha hotel” (UU No. 28 Tahun 2009  Pasal 33). 33). Dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel hotel dengan dengan tarif tarif pajak pajak diteta ditetapka pkan n paling paling tinggi tinggi sebesar sebesar 10% dengan dengan masa pajak pajak I (satu) (satu)  bulan takwim, jangka waktu lamanya pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat s aat pelayanan pela yanan di hotel. Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif  dengan dengan dasar pengenaan pengenaan pajak dan pajak hotel yang terutang dipungut dipungut di wilayah wilayah daerah tempat hotel berlokasi.



2)



 Pajak Restoran



Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 22 ). Sedangkan, restoran sendiri mempunyai arti sebagai fasilitas  penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 13
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Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran (UU (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 37 ). ). Pelayanan yang disediakan ini meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau dan/atau minuman minuman yang yang dikonsum dikonsumsi si oleh pembeli, baik dikonsumsi dikonsumsi di tempat tempat pelayanan pelayanan maupun ditempat lain. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Dan unutk Wajib Pajak Restoran adalah orang  pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran (UU (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 38 ). Dasar pengenaan pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran dengan tarif yang telah ditetapkan maksimal sebesar 10 %. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditentukan dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan, untuk Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.



3)



 Pajak Hiburan



Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan(UU hiburan( UU No. 28 Tahun 2009  Pasal 1 ayat 24). 24). Yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,  permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek Pajak  Hiburan Hiburan adalah jasa penyelengg penyelenggaraan araan hiburan hiburan dengan dengan dipungut dipungut bayaran( bayaran(UU UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 42),seperti 42 ),seperti : a) ton tonton tonan film film  b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana c) kontes kontes kecant kecantika ikan, n, binarag binaraga, a, dan sejenis sejenisny nyaa d) pameran e) diskotik, diskotik, karaoke, karaoke, klab klab malam, malam, dan dan sejenisnya sejenisnya f) sirku sirkus, s, akro akroba bat, t, dan dan sul sulap ap g) permai permainan nan bily bilyar, ar, golf, golf, dan dan bolin boling g h) pacuan kuda, kuda, kendaraan kendaraan bermot bermotor, or, dan permainan permainan ketangka ketangkasan san i) panti pijat, refleksi, refleksi, mandi mandi uap/spa uap/spa,, dan pusat kebugaran kebugaran (fitness (fitness center) center)  j) pertandingan olahraga. Untu Untuk k Subje Subjek k Pajak Pajak Hibu Hiburan ran adal adalah ah oran orang g prib pribad adii atau atau Bada Badan n yang yang meni menikm kmati ati Hibura Hiburan n sedang sedangkan kan,, untuk untuk Wajib Wajib Pajak Pajak Hibura Hiburan n adalah adalah orang orang pribad pribadii atau Badan Badan yang yang menyelenggarakan Hiburan. Dalam dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima (termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan) atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% ( UU No. 28 Tahun 2009  Pasal 45), 45), dan khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, 14
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karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak  Hibura Hiburan n dapat dapat diteta ditetapka pkan n paling paling tinggi tinggi sebesar sebesar 75% sedang sedangkan kan,, untuk untuk Hibura Hiburan n keseni kesenian an rakyat/t rakyat/trad radisio isional nal dikena dikenakan kan tarif tarif Pajak Pajak Hibura Hiburan n ditetap ditetapkan kan paling paling tinggi tinggi sebesar sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak ini setiap daerah berbeda sesuai dengan peraturan daerah masing  – masing.







 Perda DKI Jakarta No.13 Tahun 2010 Pasal 7) Contoh : Tabel Tarif Pajak Hiburan untuk DKI Jakarta ( Perda



Tarif 



Objek Pajak Hiburan 1) 2) 3) 4) 5)



pertunjukan film di bioskop  pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana kontes kecantikan pameran diskotik, diskotik, karaoke, karaoke, klab klab malam, pub, pub, bar, musik musik hidup hidup (live music), music), musik  musik 



dengan Disc Jockey (DJ) dan sejenisnya 6) sirkus, akrobat, dan sulap 7) permainan bilyar, bowling dan Seluncur Es (ice skating) 8)  permainan golf (green fee) 9) driv drivin ing g rang rangee 10) pa pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan 11) panti pijat, mandi uap dan spa 12) refleksi dan pusat Kebugaran/Fitness Center 13) pertandingan olah raga 14) hiburan di tempat keramaian tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi



Pajak  10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 15% 10% 10% 20% 10% 5% 10%



keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan



10%



sejenisnya Untuk menentukan besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang maka, harus dihitung dengan dengan cara mengal mengalika ikan n tarif tarif dengan dengan dasar dasar pengen pengenaan aan pajakny pajaknya. a. Dalam Dalam hal pembay pembayaran aran diterima sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran. Pajak  Hiburan yang terutang ini dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan. 4)



 Pajak Reklame



Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan penyelenggaraan reklame (UU ( UU No. 28 Tahun 2009  Pasal 1 ayat 26). 26) . Reklame yang dimaksud adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang  bentuk



dan



corak



ragamnya



dirancang



untuk



tujuan



komersial



memperkenalkan,



menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. umum. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelengg penyelenggaraan araan Reklame (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 47), 47) , seperti : 15
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a) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya



 b) Reklame kain c) Rekl Reklam amee mele meleka kat, t, stike stiker  r  d) Reklame selebaran e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan



f) Reklame ame ud udara g) Rekl Reklam amee apun apung g h) Rekl Reklam amee suar suaraa i) Rekl Reklam amee film film/sli /slide de  j) Reklame peragaan  Namun, objek pajak reklame ini ada pengecualiannya, pengecualiannya, seperti : a)  penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta



mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya b) labe label/m l/mere erek k prod produk uk yang ang melek melekat at pada pada bara barang ng yang yang dipe diperd rdag agan angk gkan an,, yang yang



 berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya c) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat



usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama  pengenal usaha atau profesi tersebut d) Reklame Reklame yang diselengg diselenggarakan arakan oleh oleh Pemerintah Pemerintah atau atau Pemerintah Pemerintah Daerah Daerah Dan untuk subjek pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan rekl reklam ame. e. Seda Sedang ngka kan, n, untu untuk k waji wajib b paja pajakn kny ya adal adalah ah oran orang g prib pribad adii atau atau Bada Badan n yang ang menyelenggarakan reklame, baik yang diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang  pribadi /Badan. atau oleh pihak ketiga (UU (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 48) . Dalam Dalam dasar dasar pengen pengenaan aanny nya, a, Pajak Pajak Reklam Reklamee akan akan berpat berpatoka okan n dengan dengan Nilai Nilai Sewa Sewa Reklame Reklame yang telah ditetapkan berdasarkan berdasarkan nilai kontrak Reklame Reklame untuk wajib pajak pihak  ketiga ketiga.. Sedang Sedangkan kan,, untuk untuk wajib wajib pajak pajak pihak pihak pertam pertamaa (disele (diselengg nggara arakan kan sendir sendiri) i) dalam dalam menentukan dasar pengenaan besaran pajak reklame terlebih dahulu harus memperhatikan fakt fakto or



jeni jenis, s,



baha bahan n



yang ang



digu igunaka nakan n,



loka lokasi si



pene penem mpata patan, n,



wakt waktu u,



jan jangka gka



wak waktu



 penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. Setelah itu bisa menentukan Nilai Sewa Reklamenya (UU (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 49) . Besaran tarif Pajak Reklame yang akan dipungut telah ditetapkan paling tinggi sebesar  25% (UU (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 50). Besaran Besaran pokok pokok Pajak Pajak Reklam Reklamee yang yang teruta terutang ng dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasa r pengenaan pajaknya. Pajak Reklame yang terutang akan dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.



16
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5)



 Pajak Penerangan Jalan



Pajak Pajak Penera Peneranga ngan n Jalan Jalan adalah adalah pajak pajak atas atas penggu penggunaa naan n tenaga tenaga listrik listrik,, baik baik yang yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain (UU ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat  28). 28). Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri sendiri maupun maupun yang diperoleh diperoleh dari sumber sumber lain, yang meliputi seluruh pembangkit pembangkit listrik  (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 52) . Didalam objek pajak ini ada pengecualikannya, seperti : a)  penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah b)  penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan,



konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik  c) penggu penggunaa naan n tenaga tenaga listrik listrik yang dihasilk dihasilkan an sendiri sendiri dengan dengan kapasi kapasitas tas di bawah bawah 200 KVA (dua ratus Kilo Volt Amper) yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. Dan untuk Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik sedangkan, untuk Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang  pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Tetapi, dalam hal tenaga listrik yang disediakan oleh sumber lain maka, Wajib Pajaknya adalah penyedia tenaga listrik tersebut (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 53) . Dalam menentukan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (UU (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 54) . Untuk menentukan Nilai Jual Tenaga Listrik perlu memperhatikan beberapa hal, seperti : a) tenaga tenaga listrik listrik yang yang berasal berasal dari dari sumber sumber lain, lain, untuk untuk menent menentuka ukan n dasar dasar pengen pengenaan aan



 pajaknya berasal dari perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditentukan  berdasarkan jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik  b) tenaga listrik dihasilkan sendiri, untuk menentukan dasar pengenaan pajaknya berasal



dari perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditentukan berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan Besaran tarif pajak penerangan jalan yang akan dipungut telah ditetapkan maksimal sebesa sebesarr 10%. 10%. Teta Tetapi pi,, untu untuk k peng penggu guna naan an tena tenaga ga list listrik rik dari dari sumb sumber er lain lain oleh oleh indu industr stri, i,  pertambangan minyak bumi dan gas alam, dikenakan tarif Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 3%. Dan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak  Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (UU ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 55) . Sedang Sedangkan kan,, untuk untuk besaran besaran pokok pokok Pajak Pajak Peneran Penerangan gan Jalan Jalan yang yang teruta terutang ng dihitu dihitung ng dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Penerangan Jalan yang 17
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terutang terutang dipungut dipungut di wilayah wilayah daerah tempat penggunaan penggunaan tenaga tenaga listrik. listrik. Hasil penerimaan penerimaan Pajak Penerangan Jalan ini sebagian akan dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.



6)



 Pajak Bahan Penggalian Golongan C (Pajak  (Pajak  Mineral  Mineral Bukan Logam dan



 Batuan)



Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral mineral bukan bukan logam dan batuan, baik dari sumber sumber alam di dalam dan/atau permukaan permukaan bumi untuk dimanfaatkan secara komersial (UU (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 29) . Untuk Objek  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu merupakan kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan(UU Batuan( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 57 ) 57 ) yang meliputi, sebagai berikut: a) asbes  b) batu tulis c) batu batu seten setenga gah h perm permata ata d) batu atu ka kapur  e) batu ap apung f) batu atu permat rmataa g) bentonit h) dolomit i) feldspar    j) garam batu (halite) k) grafit l) gran ranit/a it/an ndesi desitt m) gips n) kalsit o) kaolin  p) leusit q) magnesit r) mika s) marmer   t) nitrat u) opsidien v) oker   w) pasi pasirr dan keri keriki kill x) pasir asir kuar kuarsa sa y) perlit 18
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z) phospat aa) aa) talk  talk   bb) tanah serap (fullers earth) cc) tanah tanah diatom diatomee dd) tanah liat ee)tawas (alum)



ff) tras gg) yarosi yarosif  f  hh) zeolit zeolit ii) basal  jj) trakkit Yang tidak termasuk dalam objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, jika : 



kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak  dimanfaatkan dimanfaatkan secara komersial/ek komersial/ekonom onomis, is, seperti halnya : kegiatan kegiatan pengambila pengambilan n tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas







kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial oleh  penambang / pihak lain.



Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimanfaatkan secara komersial (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 58 ). Sedangkan, untuk Wajib Pajak-nya adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimanfaatkan secara komersial. Dalam menentukan dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berasal dari Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan ( UU No. 28 Tahun 2009  Pasal 59). 59).



Nilai jual ini dihitung dihitung dengan dengan mengalikan mengalikan volume/t volume/tonase onase hasil pengambi pengambilan lan



dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.  Nilai pasar yang digunakan merupakan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Maka dari itu, nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit untuk untuk digunakan digunakan sebagai acuan harga standar yang ditetapkan ditetapkan oleh instansi instansi yang berwenang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan karena setiap daerah memiliki harga pasarnya sendiri – sendiri.
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Besaran tarif pajak-nya pajak-nya telah ditetapkan ditetapkan maksimal sebesar 25% (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 60). 60 ). Dan dalam menentukan besaran pokok pajak-nya yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak-nya. Pajak Mineral Bukan Logam Logam dan Batuan Batuan yang yang teruta terutang ng akan akan dipung dipungut/ ut/dis diseto etorkan rkan di wilay wilayah ah daerah daerah tempat tempat  pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Batuan.



7)



 Pajak Parkir 



Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik  yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (UU ( UU No. 28 Tahun Tahun 2009 Pasal 1 ayat 31). 31). Sedangkan, Objek Pajak-nya berupa penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan  jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk termasuk penyediaan penyediaan tempat penitipan penitipan kendaraan bermotor (UU ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 62). 62 ). Dan yang tidak termasuk objek pajak parkir, jika : a)  penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah b)  penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk 



karyawannya sendiri c)  penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara



asing dengan asas timbal balik (Asas Timbal Balik (Reciprocitas) adalah perlakuan  perpajakan yang sama oleh suatu negara terhadap Perwakilan Negara Republik  Indonesia berdasarkan persetujuan atau ratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961) Subj Subjek ek Paja Pajak k Park Parkir ir adala adalah h oran orang g prib pribad adii atau atau Bada Badan n yang melak melakuk ukan an park parkir  ir  kend kendar araa aan n berm bermot otor or.. Wa Waji jib b Paja Pajak k Park Parkir ir adal adalah ah oran orang g prib pribad adii atau atau Bada Badan n yang ang menyelenggarakan tempat Parkir (UU (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 63 ). Dalam Dalam menent menentuka ukan n dasar dasar pengen pengenaan aan Pajak Pajak Parkir Parkir dihitu dihitung ng berdas berdasark arkan an jumlah jumlah  pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 64 ). Dan perlu diketahui bahwa jumlah yang seharusnya dibayarkan itu suda sudah h term termasu asuk k poto potong ngan an harg hargaa Park Parkir ir dan dan Park Parkir ir cuma cuma-cu -cuma ma yang dibe diberik rikan an kepa kepada da  penerima jasa Parkir. Untuk besaran tarif pajak-nya telah ditetapkan maksimal sebesar 30% (UU (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 65). 65 ). Maka, besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara meng mengal alik ikan an tari tariff deng dengan an dasa dasarr peng pengen enaa aan n paja pajak k Dan Dan paja pajak k yang ang teru teruta tang ng ini ini akan akan dipungut/disetorkan di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.



8)



 PBB Perdesaan dan Perkotaan 20
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Selama Selama ini PBB merup merupaka akan n pajak pajak pusat, pusat, namun namun hampir hampir seluruh seluruh penerim penerimaan aanny nyaa diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis  pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau  bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecu kecuali ali kawa kawasan san yang ang digu diguna naka kan n untu untuk k kegi kegiat atan an usah usahaa perk perkeb ebun unan an,, perh perhut utana anan, n, dan dan  pertambangan (UU ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 37 ). 37 ). Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota (UU (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 38 ). Bangunan Bangunan adalah konstruksi konstruksi teknik yang ditanam ditanam atau dilekatkan dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau dan/atau perairan pedalaam dan/atau laut (UU (UU No. 28 Tahun 2009  Pasal 1 ayat 39). 39). Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan Bangunan yang yang dimiliki, dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan dimanfaatkan oleh orang pribadi pribadi atau Badan, kecu kecuali ali kawa kawasan san yang ang digu diguna naka kan n untu untuk k kegi kegiat atan an usah usahaa perk perkeb ebun unan an,, perh perhut utan anan an,, dan dan  pertambangan (UU No. No. 28 Tahu Tahun n 2009 2009 Pasa Pasall 77 ). ). Yang dimaksud dimaksud dengan dengan pengertian pengertian Bangunan adalah, seperti : a)  jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik,



dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut  b) jalan tol c) kolam rena enang d) pagar agar mewah ewah e) temp tempat at olah olahra raga ga f) gala galang ngan an kapa kapal, l, derm dermag agaa g) tama aman me mewah h) tempat tempat penampung penampungan/kil an/kilang ang minyak minyak,, air dan gas, pipa pipa minyak  minyak  i) menara Objek Objek Pajak Pajak yang yang tida tidak k dike dikena naka kan n Pajak Pajak Bumi Bumi dan dan Bang Bangun unan an Perd Perdesa esaan an dan dan Perkotaan Pasal adalah objek pajak yang : a) digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan



21



  PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH   June 12, 2011



b) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,



kesehatan, kesehatan, pendidika pendidikan n dan kebudayaan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan dimaksudkan untuk  memperoleh keuntungan c) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu d) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah



 penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak  e) digunakan digunakan oleh perwakilan perwakilan diplomatik diplomatik dan konsulat konsulat berdasarkan berdasarkan asas perlakuan perlakuan



timbal balik  f) digu diguna naka kan n oleh oleh bada badan n atau atau perw perwak akil ilan an lemb lembag agaa inte intern rnasi asion onal al yang ang ditet ditetap apka kan n dengan Peraturan Menteri Keuangan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan (UU ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 78 ). Dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Untuk Untuk menent menentuka ukan n dasar dasar pengen pengenaan aan Pajak Pajak Bumi Bumi dan Bangun Bangunan an Perdes Perdesaan aan dan Perkotaan Perkotaan berdasarkan dengan NJOP (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 79 ). Nilai Nilai Jual Jual Objek  Objek  Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Dan besarnya NJOP TKP ditetapkan minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Besarnya NJOP ini ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dengan pengenaan tarif yang telah ditetapkan maksimal sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Sedangkan, untuk menentukan besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkot Perkotaan aan yang yang terutan terutang g dihitu dihitung ng dengan dengan cara cara mengal mengalika ikan n tarif-n tarif-nya ya dengan dengan dasar  dasar   pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP TKP). TKP).



9)



 BPHTB (Bea Perolehan Perolehan Hak atas Tanah dan dan Bangunan)



Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (UU ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 41 ). Perolehan Hak atas Tanah 22
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dan/ dan/at atau au Bang Bangun unan an yang ang dim dimaksu aksud d adal adalah ah perb perbua uata tan n atau atau peri perist stiw iwaa huku hukum m yang ang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 42 ). Sedangkan, Sedangkan, untuk untuk Hak atas Tanah dan/atau dan/atau Bangunan-nya adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam undang-un undang-undang dang di bidang bidang pertanahan pertanahan dan bangunan ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 43 ). Dalam Dalam menent menentuka ukan n Objek Objek Pajak-n Pajak-nya ya adalah adalah Peroleh Perolehan an Hak atas atas Tanah Tanah dan/ata dan/atau u Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang diperoleh dengan 2 cara, yaitu: a)  pemindahan hak karena :  



 jual beli tukar menukar 







hibah







hibah wasiat







Waris







pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain







pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan







penunjukan pembeli dalam lelang







pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap







penggabungan usaha







peleburan usaha







pemekaran usaha







hadiah.



b)  pemberian hak baru karena : 



kelanjutan pelepasan hak 







di luar pelepasan hak 



Hak atas tanah yang dimaksud adalah : 



hak milik 







hak guna usaha







hak guna bangunan







hak pakai







hak milik atas satuan rumah susun







hak pengelolaan



Dan untuk Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh: 23
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a)  perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik  b) nega negara ra



untu untuk k



peny penyel elen engg ggar araa aan n



pem pemerin erinta taha han n



dan/ dan/at atau au



untu untuk k



pela pelaks ksan anaa aan n



 pembangunan guna kepentingan kepentingan umum c)  badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan



Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut d) orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain



dengan tidak adanya perubahan nama e) orang orang prib pribadi adi atau atau Badan Badan karen karenaa wakaf  wakaf  f) orang pribadi pribadi atau Badan yang yang digunakan digunakan untuk untuk kepentin kepentingan gan ibadah ibadah Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Sedangkan, untuk Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 86 ). 86 ). Untuk menentukan dasar pengenaan Bea Perolehan Hak  atas Tanah dan Bangunan ditentukan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak yang dimaksud merupakan nilai perolehan dalam hal : a)  jual beli adalah harga transaksi b) tukar menukar adalah nilai pasar 



c) hiba hibah h ada adala lah h nil nilai ai pasar  pasar  d) hibah hibah wasi wasiat at adal adalah ah nila nilaii pasar  pasar  e) wari wariss ada adala lah h nil nilai ai pas pasar  ar  f)  pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya lainnya adalah nilai pasar  g)  pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar  h)  peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum



tetap adalah nilai pasar  i)  pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai



 pasar   j)  pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar  k)  penggabungan usaha adalah nilai pasar  l)  peleburan usaha adalah nilai pasar  m) pemekaran usaha adalah nilai pasar 



n) hadi hadiah ah ada adala lah h nila nilaii pasar  pasar  o)  penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam



risalah lelang



24
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Jika dalam Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada  NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya  perolehan maka, untuk dasar pengenaan yang dipakai merupakan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (minimal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak). Sedangkan, dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang  pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri maka,  Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 300.000.000,00 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan maksimal sebesar 5% (lima persen). Dan untuk menentukan besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak  setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak-nya . Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang akan dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.



10)



 Pajak Sarang Burung Walet 



Pajak Pajak Saran Sarang g Buru Burung ng Wa Wale lett adal adalah ah pajak pajak atas atas kegi kegiat atan an peng pengam ambi bilan lan dan/ dan/at atau au  pengusahaan sarang burung walet (UU ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 35) . Sedangkan, yang dima dimaks ksud ud deng dengan an Buru Burung ng Wa Wale lett adal adalah ah satwa satwa yang term termasu asuk k marg margaa coll colloc ocal alia, ia, yait yaitu u collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi (UU  (UU   No. 28 Tahun 2009 2009 Pasal 1 ayat 36). 36) . Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet kecuali, pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sar ang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 72) . Yang menjadi Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan melakukan pengambila pengambilan n dan/atau dan/atau mengusahak mengusahakan an Sarang Burung Walet. Sedangkan Sedangkan,, untuk untuk Wajib Wajib PajakPajak-ny nyaa adalah adalah orang orang pribad pribadii atau Badan Badan yang yang melaku melakukan kan pengam pengambil bilan an dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet (UU ( UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 73) . Sebagai Sebagai acuan dasar pengenaan pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Burung Walet. Dan Nilai Jual Sarang Burung Walet dapat dihitung dihitung berdasarkan perkalian perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan
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dengan dengan volume volume Sarang Sarang Burung Burung Walet. Walet. Untuk Untuk besaran besaran tarif tarif Pajak-n Pajak-nya ya telah telah diteta ditetapka pkan n maksimal sebesar 10% (sepuluh persen). Sedangkan, Sedangkan, untuk besaran pokok pokok Pajak Sarang Burung Burung Walet yang terutang terutang dihitung dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang ini akan dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet itu sendiri.



11)



 Pajak Air Tanah (Pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan



air di permukaan)



Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (UU  (UU   No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 33). Air Tanah yang dimaksud merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan permukaan tanah (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 34). 34). Objek Pajak-nya adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, kecuali : a) pengambilan pengambilan dan/atau dan/atau pemanfa pemanfaatan atan Air Tanah Tanah untuk untuk keperluan keperluan dasar dasar rumah tangga, tangga,  pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan  b) pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. Untu Untuk k Sub Subjek jek Paja Pajakk-ny nyaa adal adalah ah oran orang g prib pribad adii atau atau Bada Badan n yang ang melak elakuk ukan an  pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sedangkan, Wajib Pajak-nya adalah orang  pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dasar   pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut: 



 jenis sumber air 







lokasi sumber air 







tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air 







volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan







kualitas air 







ting tingka katt keru kerusak sakan an ling lingku kung ngan an yang diak diakib ibatk atkan an oleh oleh peng pengam ambi bilan lan dan/ dan/at atau au  pemanfaatan air. Besarny Besarnyaa Tarif Tarif PajakPajak-ny nyaa yang yang akan akan dipung dipungut ut maksima maksimall sebesar sebesar 20% 20% (dua (dua puluh puluh



 persen). Dengan dasar tarif itulah nantinya akan diperoleh besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dan Pajak Air Tanah yang terutang akan dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.
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6. Bagi Hasil Pajak 



Dalam Dalam rangka rangka pemerat pemerataan aan pemban pembangun gunan an dan pening peningkat katan an kemamp kemampuan uan keuang keuangan an kabupaten/kota kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi dibagihasilkan dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut: Jenis Pajak a) Pajak Pajak Kend Kendara araan an Berm Bermoto otor  r 



Provinsi 70%



Kab/Kota 30%



 b) Bea Balik Balik Nama Nama Kendaraan Kendaraan Bermotor  Bermotor 



70%



30%



c) Pajak Pajak Baha Bahan n Baka Bakarr Kend Kend.. Berm Bermotor  otor 



30%



70%



d) Paja Pajak k Air Air Perm Permuk ukaa aan n



50%



50%



e) Pajak jak Rokok  30% 70% Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya  pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, maka hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen). Teta Tetapi pi,, bagi bagian an kabu kabupa paten ten/k /kot otaa itu itu dite diteta tapk pkan an deng dengan an memp memperh erhati atika kan n kemb kembali ali aspek  aspek   pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota.



7. Ea Earrma marrkin ing g Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government, government, penerimaan penerimaan beberapa  jenis pajak pajak daerah daerah wajib wajib dialokasik dialokasikan an (di-earmark) untuk mendanai  pembang  pembangunan unan saran sarana a dan prasaran prasarana a yang secara langsung dapat dinikma dinikmati ti oleh



 pembayar  pembayar pajak dan seluruh



masyarakat. Pengaturan earmarking tersebut adalah: 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan



a.



untuk   pemeliha  pemeliharaan raan dan pemb pembangu angunan nan jalan, jalan, serta serta pening peningkata katan n sarana sarana transporta transportasi si



umum.



50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai



 b.



 pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Sebagi Sebagian an



c.



peneri penerimaa maan n



pajak pajak



peneran penerangan gan



 penyediaan  penerangan  penerangan jalan. jalan.



8. Pemu Pemung ngut utan an Paj Pajak ak Daer Daerah ah a. Sistem Sistem Dan Prosedur Prosedur Administra Administrasi si Pajak Pajak Daerah Daerah



1) Pend Pendaft aftar aran an Dan Pend Pendat ataa aan n



27



jalan jalan



diguna digunakan kan



untuk  untuk 
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a)



Kegiatan pe p endaftaran da dan pe pendataan un untuk wa w ajib pa pajak ba b aru de dengan ca cara  penetapan kepala daerah (Official Assessment) terdiri dari : 



Pendaftaran







Pendataan







Formulir / kartu dan daftar 



b) Kegiat Kegiatan an Pendafta Pendaftaran ran Dengan Dengan Cara Cara Dibaya Dibayarr Sendir Sendirii (Self (Self Assesme Assesment) nt) terdiri terdiri dari ; 



Menyiapkan formulir pendaftaran







Menyerah Menyerahkan kan formul formulir ir pendaf pendaftara taran n kepada kepada wajib wajib pakak pakak setelah setelah dicatat dicatat dalam daftar formulir pendaftaran.







Menerima Menerima dan memeriksa memeriksa kelengkapa kelengkapan n formulir formulir pendaftaran pendaftaran yang telah di isi oleh wajib pajak dan atau yang diberi kuasa







Formulir / kartu dan daftar.



c) Kegiatan Kegiatan pendataa pendataan n dengan dengan cara dibayar dibayar sendiri sendiri (Self Assesmen Assesment) t) untuk wajib wajib  pajak yang sudah memiliki NPWPD NPWPD terdiri dari : 



Menyerahkan formulir pendataan







Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah di isi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa.







Mencatat data pajak daerah dalam kartu data ke dalam daftar SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) wajib pajak self assessment.







Formulir dan daftar SPTPD.



2) Penetapan a) Kegiatan Kegiatan penetapan penetapan dengan dengan cara cara di bayar bayar sendiri (self (self assesment) assesment) terdiri dari dari : 



Setelah wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD di catat dalam kartu data.







Membuat nota perhitungan pajak atas dasar kartu data dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan  jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam dalam kartu data.







Jika Jika paja pajak k teru teruta tang ng kuran kurang g atau atau tida tidak k diba dibaya yarr maka maka di terb terbit itka kan n surat surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB).







 jika tidak terdapat selisih antara kurang dan kredit, Maka diterbitkan surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN).



28



  PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH   June 12, 2011 



Jika terdapat tambahan objek pajak yang sama selesai akibat di temukannya data data baru, baru, Maka Maka diterb diterbitk itkan an surat surat keteta ketetapan pan pajak pajak daerah daerah kurang kurang bayar  bayar  tambahan (SKPDKBT).







Jika terdapat kelebihan pembayaran pembayaran pajak terutang, terutang, Maka di terbitkan terbitkan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB)







Setelah pembuatan nota perhitungan pajak selesai, Selanjutnya menyerahkan kembali kartu data kepada unit kerja pendataan.







Menerbitkan daftar SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB,dan SKPDN atas dasar  surat etetapan pajak daerah tersebut.







Surat ketetapan ditandatangani oleh kepalah unit kerja penetapan.







Meny Menyer erah ahka kan n copy copy daft daftar ar sura suratt kete keteta tapa pan n di atas atas kepa kepala la unit unit kerj kerjaa  penagihan,unit kerja perencanaan dan pengendalian operasional.







Menyerahkan kepada wajib pajak berupa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN kemudian kemudian wajib pajak menandatan menandatangani gani masing-masing masing-masing tanda terima dan mengembalikannya.







Jumlah Jumlah pajak pajak terutan terutang g dalam dalam SKPDKB SKPDKB dikena dikenakan kan sanksi sanksi admini administra strasi si  berupa kenaikan sebesar 100% dari pokok pajak. pajak.







Apabila SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN yang direrbitkan tidak atau kurang  bayar



setelah



lewat



waktu



SKPD SKPDKB KB,S ,SKP KPDK DKBT BT,S ,SKP KPDN DN



paling



dite diteri rima ma,,



lama Dapa Dapatt
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hari



sejak 



memb member erik ikan an



sank sanksi si



administrasi administrasi berupa bunga bunga 2% tiap bulan dengan menerbitkan menerbitkan STPD (surat tagihan pajak daerah). b) Formul Formulir ir dan dan daftar daftar / buku buku : 



Formulir kartu data







Daftar surat ketetapan



3) Kegi Kegiat atan an Peny Penyeto etoran ran a)  Kegitan penyetoran melalui bendaharawan khusus penerima (BKP) terdiri



dari: 



BKP menerima setoran disertai surat ketetapan pajak daerah dengan media SSPD (Surat Setoran Pajak daerah)







Setelah SSPD tersebut di cap, Aslinya disertai SKPD dikembalikan ke wajib  pajak yang bersangkutan.
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Berdasarkan Berdasarkan SSPD yang telah di cap, Dicatat Dicatat dan dijumlahkan dijumlahkan dalam buku  pembantu penerimaan sejenis melalui BKP dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum.







BKP menyetor menyetor uang ke kas daerah secara harian yang disertai bukti bukti setoran Bank.







BKP secara periodikal (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.







mendistribusikan



b) Kegiatan Kegiatan Penyeto Penyetoran ran Melalui Melalui Kas Daerah Daerah terdiri dari: 



Kas daerah menerima uang dari wajib pajak disertai dengan media surat ketetapan dan media penyetoran SSPD dan bukti setoran Bank.







Selanjutnya setelah SSPD ditandatangani dan di cap oleh pejabat kas daerah, Maka Maka lemba lembarr perta pertama ma dari dari SSPD SSPD dan dan bukt buktii setor setoran an Bank Bank diser diserah ahka kan n kembali ke wajib pajak.







2 (Dua) lembar tembusan SSPD diberikan oleh kas daerah ke BKP Dipenda yang dilampiri bukti setoran Bank.







BKP setelah setelah menerim menerimaa media media penye penyetora toran n yang yang di cap oleh kas daerah dicatat dan dijumlahkan dijumlahkan dalam buku pembantu pembantu penerimaan penerimaan sejenis melalui melalui kas daerah dan selanjutnya s elanjutnya dibukukan dalam buku kas umum.







BKP secara periodikal (bulanan) membuat laporan realisasi penerimaan dan  penyetoran uang yang ditandatangani ditandatangani oleh Kadipenda.







Mendistribusikan



b. Angsur Angsuran an Dan Penun Penundaa daan n Pembaya Pembayaran ran 1) Angsuran pembayaran a)  Kegiatan yang dilaksanakan dilaksanakan terdiri dari : 



Menerima surat per mohonan angsuran dari wajib pajak 







Mengadakan penelitian untuk di jadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran oleh kadipenda.







Membuat Membuat surat perjanjian angsuran / penolakan penolakan angsuran angsuran ditandatang ditandatangani ani oleh kadipenda kadipenda dan apabila apabila permohon permohonan an di setujui setujui selanjutny selanjutnyaa dibuatkan dibuatkan daftar   perjanjian angsuran.
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Menyerahkan surat perjanjian angsuran / penolakan angsuran kepada wajib







 pajak dan daftar surat perjanjian angsuran kepada unit lain-lain yang terkait. b)  Formulir Dan Buku / Daftar yang harus dipersiapkan, seperti : 



Formulir SSPD







Buku / Daftar 







Buku registrasi permohonan angsuran







Daftar surat perjanjian angsuran



2) Kegiat Kegiatan an Penu Penunda ndaan an pemb pembaya ayaran ran a)  Kegiatan yang dilaksanakan, dilaksanakan, terdiri dari : 



Dipe Dipend ndaa mela melalu luii unit unit kerj kerjaa pene peneta tapa pan n mene meneri rima ma sura suratt perm permoh ohon onan an  penundaan pembayaran oleh Kadipenda.







Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan  penundaan pembayaran oleh Kadipenda.







Membuat surat persetujaun penundaan pembayaran / penolakan penundaan  pembayaran yang ditandatangani oleh Kadipenda apabila permohonan di setujui dibuatkan sistem persetujuan penundaan.







Menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran kepada wajib pajak  dan daftar persetujuan penundaan kepada unit-unit yang te rkait.



b)  Formulir Dan Buku / Daftar harus harus dipersiapkan, seperti : 



Formulir surat permohonan penundaan pembayaran







Buku / Daftar 







Buku registrasi







Daftar persetujuan penundaan pembayaran



c. Pelaporan



 Kegiatan yang dilaksanakan, dilaksanakan, terdiri dari : 1) Membuat daftar penetapan, Penerimaan dan tunggakan 2) Membuat daftar tunggakan per wajib pajak  3) Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah 4) Mengajukan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah pada Kadipenda 5) Mengajukan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kapada kepala,



Unit kerja pengelolaan pendapatan daerah lainnya dan perencanaan, Pengendalian operasional. 6) Membuat daftar realisasi setoran masa pada akhir periode. 7) Mengajukan daftar realisasi setoran masa (Self Assessment) 31
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8) Menyerahkan Menyerahkan daftar realisasi setoran masa (Self (Self Assessmen Assessment) t) d. Penagihan



 Dalam tahapan penagihan penagihan akan dilakukan dengan dengan beberapa cara, seperti : 1) Penagihan dengan surat teguran



2) Penagi Penagihan han dengan dengan surat surat paks paksaa 3) Penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan 4) Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang 5) Pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang



6) kegiatan kegiatan penagihan penagihan dengan dengan surat perintah perintah penagih penagihan an seketika seketika dan sekaligus sekaligus (SPPS dan S) e. Kegiat Kegiatan an Pembe Pembetul tulan, an, Pembat Pembatala alan, n, Pengu Penguran ranga gan n ket ketet etapa apan n dan pen pengha ghapus pusan an atau pengurangan sanksi administrasi



Dengan Dengan kebijakanny kebijakannyaa seorang seorang Kepala Daerah dapat melakukan berbagai kebijakan dalam hal pemungutan pajak daerah, seperti : 



mengurangk mengurangkan an atau menghapusk menghapuskan an sanksi administratif administratif berupa berupa bunga, bunga, denda, denda, dan kenaik kenaikan an pajak pajak yang yang teruta terutang ng menuru menurutt peratu peraturan ran perund perundang angund undang angan an perpaj perpajaka akan n daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya







mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar 







mengurangkan atau membatalkan STPD







memb membat atalk alkan an hasil hasil peme pemerik riksaa saan n atau atau kete keteta tapan pan pajak pajak yang dila dilaksa ksana naka kan n atau atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan







mengur mengurang angkan kan keteta ketetapan pan pajak pajak terutan terutang g berdas berdasark arkan an pertim pertimban bangan gan kemamp kemampuan uan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. Dengan kebijakannya maka, tindakan yang perlu dilakukan sebagai berikut : →



Menerima surat permohonan pembetulan pembatalan, Pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dari wajib pajak.



→



Menelit Menelitii keleng kelengkap kapan an permo permohon honan an pembet pembetula ulan, n, Pembat Pembatalan alan,, Pengur Pengurang angan an ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi wajib pajak  setelah setelah dilaku dilakukan kan peneli penelitian tian dan bila bila perlu perlu dilaku dilakukan kan pemeri pemeriksaa ksaan, n, Dibuat Dibuat laporan hasil penelitian.



Adapun formulir – formulir yang perlu disiapkan sebagai berikut : →



SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) 32
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SKPD (Surat Setoran Pajak Daerah)



→



SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)



→



SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)



→



STPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)



→



SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)



→



SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)



Setelah semua formulir terpenuhi, maka langkah selanjutnya : 



Menerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 







Melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan ditandatangani oleh  petugas dari wajib pajak.







Mencatat ke kartu data selanjutnya diserahkan kapada unit kerja penghitungan untuk dilakukan penghitungan penetapan kelebihan pembayaran pajak.







Memperhitungkan dengan hutang / tunggakan pajak yang lain







Setel Setelah ah perh perhit itun unga gan n deng dengan an huta hutang ng pajak pajak yang yang lain lain terny ternyata ata kele kelebi biha han n  pembayaran pajak kurang / sama dengan hutang pajak lainnya tersebut maka wajib wajib pajak pajak menerim menerimaa bukti bukti pemind pemindahb ahbuku ukuan an sebaga sebagaii bukti bukti pembay pembayaran aran / komp kompen ensas sasii deng dengan an pajak pajak teru teruta tang ng dima dimaks ksud ud,, Kare Karena nany nyaa SKPD SKPDLB LB tida tidak  k  diterbitkan.







Apab Apabil ilaa huta hutang ng pajak pajak di perh perhit itun ungk gkan an di komp kompen ensas sasii deng dengan an kele kelebi biha han n  pembayaran pajak ternyata lebih, Maka wajib pajak akan menerima bukti  pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran / kompensasi dari SKPDLB harus di terbitkan.







Setela Setelah h menerim menerimaa SKPDLB SKPDLB dari dari unit unit kerja kerja peneta penetapan pan dan di proses proses untuk  untuk   penerbitan



B. Re Retr trib ibus usii Da Daer erah ah 1. Peng ngeertian



Pengertian retribusi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 64 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jo Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah ”pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu  yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.



33



  PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH   June 12, 2011



2. La Lan nda dasa san n Huk Hukum um



Dalam Dalam hal hal pemu pemung ngut utan an retri retribu busi si daera daerah, h, Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Dasar Dasar 1945 1945 telah telah menetapkan pada pasal 23 A yang ,menyebutkan bahwa :”Pajak : ”Pajak & pungutan lain yang  bersifat memaksa untuk keperluan keper luan negara diatur dengan undang-undang”



Selai Selain n itu, itu, dalam dalam pemung pemunguta utan n Retri Retribus busii Daer Daerah ah juga juga diatur diatur dalam dalam



 peraturan-



 perundang-undangan  perundang-undangan seba sebagai gai berikut berikut : a.



Undang-Undang Darurat Nomor Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Umum Pajak 



Daerah  b.



Undang-Un Undang-Undang dang Nomor Nomor 18 Tahun Tahun 1997 1997 tentan tentang g Pajak Pajak Daerah Daerah dan dan Retribu Retribusi si Daerah Daerah



c.



Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang



 Nomor  Nomor 18 Tahun Tahun 1997 1997 tentan tentang g Pajak Pajak Daerah Daerah dan dan Retribu Retribusi si Daerah Daerah d.



Undang-Und Undang-Undang ang Nomor Nomor



28 Tahun Tahun 2009 tentang tentang Pajak Pajak Daerah Daerah dan Retribusi Retribusi



Daerah e.



PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah



3. Ob Obje jek k Retr Retrib ibus usii



Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 108 tentang Objek dan Golongan Retribusi, dikelompokan menjadi 3 golongan, yaitu : a. Jasa Umum mum



Objek Objek Retri Retribu busi si Jasa Jasa Umum Umum adal adalah ah pela pelaya yana nan n yang yang dise disedi diak akan an atau atau dibe diberik rikan an Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 110 ayat 1 tentang Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: 1) Retrib Retribusi usi Pelay Pelayanan anan Kesehat Kesehatan an 2) Retribusi Retribusi Pelayanan Pelayanan Persampahan Persampahan/Kebers /Kebersihan ihan 3) Retribusi Retribusi Penggantia Penggantian n Biaya Cetak Cetak Kartu Tanda Tanda Penduduk Penduduk dan Akta Akta Catatan Catatan Sipil 4) Retribusi Retribusi Pelayan Pelayanan an Pemakaman Pemakaman dan Pengabuan Pengabuan Mayat 5) Retribusi Retribusi Pelayan Pelayanan an Parkir Parkir di Tepi Jalan Umum 6) Retr Retrib ibus usii Pelaya Pelayana nan n Pasar  Pasar  7) Retrib Retribusi usi Penguj Pengujian ian Kenda Kendaraan raan Bermo Bermotor  tor  8) Retribusi Retribusi Pemeriksaan Pemeriksaan Alat Pemadam Pemadam Kebakaran Kebakaran 9) Retrib Retribusi usi Peng Penggan gantia tian n Biaya Biaya Cetak Peta Peta 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Kakus 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair  34
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12) Retribusi Pelayanan Pelayanan Tera/Tera Ulang 13) Retribusi Pelayanan Pelayanan Pendidikan 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Telekomunikasi



b. Jasa Us Usaha



Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: 



 pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau







 pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.



Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 127 tentang Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 1) Retrib Retribusi usi Pema Pemakaia kaian n Kekaya Kekayaan an Daerah Daerah 2) Retrib Retribusi usi Pasar Pasar Grosir Grosir dan/at dan/atau au Pertoko Pertokoan an 3) Retrib Retribusi usi Tempat Tempat Pelelan Pelelangan gan 4) Retr Retrib ibus usii Term Termin inal al 5) Retrib Retribusi usi Tempat Tempat Khusus Khusus Parkir  Parkir  6) Retribusi Retribusi Tempat Tempat Penginapan Penginapan/Pesang /Pesanggrahan grahan/Villa /Villa 7) Retrib Retribusi usi Rumah Rumah Poto Potong ng Hewan Hewan 8) Retrib Retribusi usi Pelay Pelayanan anan Kepe Kepelab labuha uhanan nan 9) Retrib Retribusi usi Temp Tempat at Rekreas Rekreasii dan Olahr Olahraga aga 10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah



c. Peri Perizzinan inan Tert Terten entu tu



Objek Objek Retri Retribu busi si Periz Perizin inan an Tert Terten entu tu adal adalah ah pelay pelayan anan an periz perizin inan an terte tertent ntu u oleh oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau a tau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan  pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,  prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Menuru Menurutt UU Nomor Nomor 28 tahun tahun 2009 2009 pasal pasal 141 tentang tentang Jenis Jenis Retrib Retribusi usi Perizin Perizinan an Tertentu adalah: 1) Retrib Retribusi usi Izin Izin Mendir Mendirika ikan n Bangun Bangunan an
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2) Retribusi Retribusi Izin Izin Tempat Tempat Penjualan Penjualan Minum Minuman an Beralkoh Beralkohol ol 3) Retri Retribu busi si Izin Izin Gan Gangg ggua uan n 4) Retri Retribu busi si Izi Izin n Tray Trayek  ek  5) Retrib Retribusi usi Izin Izin Usaha Usaha Perika Perikanan nan



4. Karakteristik Karakteristik Retribusi



a. Retr Retrib ibus usii Jasa Jasa Umum Umum 1)  Retribusi Pelayanan Pelayanan Kesehatan



Objek Objek Retrib Retribusi usi Pelay Pelayana anan n Kesehat Kesehatan an adalah adalah pelay pelayanan anan keseha kesehatan tan di puskes puskesmas mas,,  puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat tempat pelaya pelayanan nan keseha kesehatan tan lainny lainnyaya ayang ng sejenis sejenis yang yang dimilik dimilikii dan/at dan/atau au dikelo dikelola la oleh oleh Pemerintah Pemerintah Daerah, kecuali untuk untuk pelay pelayana anan n pendaf pendaftara taran n dan pelaya pelayanan nan kesehat kesehatan an yang yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta ( UU Nomor 28 tahun 2009  pasal 111) 111)



2)  Retribusi Pelayanan Pelayanan Persampahan/Kebersihan Persampahan/Kebersihan



Objek Objek



Retri Retribu busi si



Pelay Pelayan anan an



Pers Persam ampa paha han n



/



Kebe Kebersi rsiha han n



adal adalah ah



pelay pelayan anan an



 persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: 



 pengambilan/pengumpulan



sampah



dari



sumbernya



ke



lokasi



pembuangan



sementara 



 pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah







 penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir akhir sampah.



 Kecuali,  Kecuali, untuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya (UU ( UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 112 ).



3)  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan  Sipil 



Objek Retribusi Retribusi Penggantian Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Penduduk dan Akta Catatan Sipil (UU (UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 113) meliputi pelayanan, seperti : 



kartu tanda penduduk 







kartu keterangan bertempat tinggal







kartu identitas kerja







kartu penduduk sementara 36
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kartu identitas penduduk musiman







kartu keluarga







akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan  pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta akta kematian.



4)  Retribusi Pelayanan Pelayanan Pemakaman dan dan Pengabuan Mayat  Mayat 



Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (UUNomor ( UUNomor 28 tahun 2009 pasal 114) dalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:  pelayanan







penguburan/pemakaman



termasuk



penggalian



dan



pengurukan,



 pembakaran/pengabuan mayat 



sewa tempat tempat pemakam pemakaman an atau atau pembak pembakaran aran/pen /pengab gabuan uan mayat mayat yang yang dimilik dimilikii atau atau dikelola Pemerintah Daerah



5)  Retribusi Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Tepi Jalan Umum



Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan  parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan (UU (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 115)



6)  Retribusi Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pasar  Pasar 



Objek



Retribusi



Pelayanan



Pasar



adalah



penyediaan



fasilitas



pasar 



tradisio tradisional/ nal/sed sederh erhana ana,, berup berupaa pelata pelataran ran,, los, los, kios kios yang yang dikelo dikelola la Pemerin Pemerintah tah Daerah Daerah,, dan khusus disediakan untuk pedagang kecuali, untuk pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta (UU ( UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 116)



7)  Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  Bermotor 



Objek Objek Retr Retrib ibus usii Peng Penguj ujia ian n Kend Kendar araan aan Berm Bermot otor or adal adalah ah pelay pelayana anan n peng penguj ujia ian n kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 117)



8)  Retribusi Pemeriksaan Pemeriksaan Alat Pemadam Pemadam Kebakaran



Obje Objek k



Retr Retrib ibus usii



Peme Pemeri riks ksaa aan n



Alat Alat



Pema Pemada dam m



Keba Kebaka kara ran n



adal adalah ah



pela pelay yanan anan



 pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, 37
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alat alat pena penang nggu gula lang ngan an keba kebaka kara ran, n, dan dan alat alat peny penyela elama matan tan jiwa jiwa yang dimi dimilik likii dan/ dan/at atau au dipergunakan oleh masyarakat (UU (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 118)



9)  Retribusi Penggantian Penggantian Baiya Cetak Peta Peta



Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (UU (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 119)



10) Retribusi 10) Retribusi Penyediaan Penyediaan dan/atau Penyedotan Penyedotan Kakus



Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk pelayanan  penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.(UU swasta.( UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 120)



11) Retribusi 11) Retribusi Pengolahan Pengolahan Limbah Cair 



Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair  rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair, kecuali untuk   pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai,drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya .(UU .( UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 121)



12) Retribusi 12) Retribusi Pelayanan Pelayanan Tera/Tera Ulang  Ulang 



Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi kegiatan dalam : 



 pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya perlengkapannya







 pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



13)



 Retribusi Pelayanan Pelayanan Pendidikan



Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah kecuali, untuk : 



 pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan dis elenggarakan oleh Pemerintah Daerah







 pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah







 pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD BUMD dan pihak swasta



38
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14)



 Retribusi Pengendalian Pengendalian Menara Telekomunikasi  Telekomunikasi 



Objek Retribusi Pengendali Pengendalian an Menara Telekomunikasi Telekomunikasi meliputi meliputi pemanfaatan pemanfaatan ruang untuk untuk menara menara teleko telekomun munika ikasi si dengan dengan memper memperhati hatikan kan aspek aspek tata ruang, ruang, keamana keamanan, n, dan kepentingan umum. Sedangkan yang termasuk kedalam subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Dan untuk untuk Wajib Wajib Retrib Retribusi usi Jasa Umum-n Umum-nya ya adalah adalah orang orang pribad pribadii atau atau Badan Badan yang yang menuru menurutt ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum ( UU No. 28 Tahun 2009  Pasal 125). 125). Pada Jenis Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila, potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.



b. Retr Retrib ibus usii Jasa Jasa Usah Usaha a 1)  Retribusi Pemakaian Pemakaian Kekayaan Daerah Daerah



Objek Retribusi Pemakaian Pemakaian Kekayaan Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah kecuali, pemakaian kekayaannya berupa penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.



Pertokoan 2)  Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan



Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar  gros grosir ir berb berbag agai ai jenis jenis baran barang, g, dan dan fasil fasilit itas as pasa pasar/p r/pert ertok okoa oan n yang yang diko dikont ntra rakk kkan an,, yang yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kecuali, kecuali, fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



3)  Retribusi Tempat Pelelangan Pelelangan



Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil  bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat tempat pelelan pelelangan gan.. Yang Yang termasu termasuk k objek objek Retrib Retribusi usi adalah adalah tempat tempat yang yang dikont dikontrak rak oleh oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan kecuali, kecuali, dari tempat tempat pelelangan pelelangan yang disediakan, disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan  pihak swasta. 39
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4)  Retribusi Terminal 



Objek Retribusi Terminal adalah berupa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk  kend kendar araan aan penu penump mpan ang g dan dan bis bis umum umum,, temp tempat at kegi kegiata atan n usah usaha, a, dan dan fasil fasilit itas as lain lainny nyaa di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali, kecuali, pelayanan/fasilitas di terminal yang telah disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



5)  Retribusi Tempat Khusus Khusus Parkir 



Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali, kecuali, pelayanan tempat  parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan  pihak swasta.



6)  Retribusi Penginapan Penginapan / Pesanggrahan Pesanggrahan / Villa



Objek Retribusi Retribusi Tempat Tempat Penginapan Penginapan/Pesan /Pesanggrah ggrahan/Vill an/Villaa adalah pelayanan pelayanan tempat tempat  penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali, kecuali, tempat tempat penginapan penginapan/pesan /pesanggraha ggrahan/vill n/villaa yang disediakan, disediakan, dimiliki, dimiliki, dan/atau dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



7)  Retribusi Rumah Potong Potong Hewan



Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah  pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah sesudah dipoto dipotong, ng, yang yang disedi disediaka akan, n, dimili dimiliki, ki, dan/at dan/atau au dikelo dikelola la oleh oleh Pemerin Pemerintah tah Daerah Daerah kecuali, kecuali, pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki,dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



8)  Retribusi Pelayanan Pelayanan Kepelabuhanan Kepelabuhanan



Objek Retribusi Pelayanan Pelayanan Kepelabuha Kepelabuhanan nan adalah pelayanan jasa kepelabuha kepelabuhanan, nan, termasu termasuk k fasilit fasilitas as lainny lainnyaa di lingku lingkunga ngan n pelabu pelabuhan han yang yang disedi disediaka akan, n, dimili dimiliki, ki, dan/ata dan/atau u dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali, kecuali, pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Rekreasi dan Olahraga Olahraga 9)  Retribusi Tempat Rekreasi
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Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi,  pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali, kecuali, dengan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



10)



 Retribusi Penyeberangan Penyeberangan di air 



Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau  barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pemerintah Daerah kecuali, kecuali, pelay pelayanan anan penye penyebera beranga ngan n yang yang dikelo dikelola la oleh oleh Pemerin Pemerintah, tah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



11)



 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah



Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah kecuali, kecuali, penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan  pihak swasta. Sedangkan yang termasuk dalam Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunak menggunakan/men an/menikmati ikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan bersangkutan.. Dan untuk Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan  peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.



c. Retrib Retribusi usi Perizi Perizinan nan Ter Terten tentu tu 1)  Retribusi Izin Mendirikan Mendirikan Bangunan Bangunan



Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin ini meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan  pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, ruang, dengan dengan tetap memperhatikan memperhatikan koefisien dasar bangunan bangunan (KDB), koefisien luas  bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan  bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syaratkeselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Yang tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.



2)  Retribusi Izin Tempat Tempat Penjualan Minuman Minuman Beralkohol 



Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. 41
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3)  Retribusi Izin Gangguan Gangguan



Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang orang pribad pribadii atau Badan Badan yang yang dapat dapat menimb menimbulk ulkan an ancama ancaman n bahay bahaya, a, kerugi kerugian an dan/at dan/atau au gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secar a terus-menerus untuk  mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja kecuali, kecuali, tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.



4)  Retribusi Izin Trayek  Trayek 



Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk untuk menyediakan menyediakan pelayanan pelayanan angkutan angkutan penumpang penumpang umum pada suatu atau beberapa beberapa trayek  trayek  tertentu.



5)  Retribusi Izin Usaha Usaha Perikanan



Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Sedangkan untuk subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Dan untuk Wajib Retribusi Perizinan Tertentu Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangperundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.



5. Kriteria Retribusi



Selain memperhatikan objek retribusinya, dalam menentukan jenis retribusi juga perlu memperhatikan kriterianya sesuai UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 150 sebagai berikut: a. Retr Retrib ibus usii Jasa Jasa Um Umum: um: 1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa



Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu 2)  jasa



yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah



dalam rangka



 pelaksanaan desentralisasi 3)  jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang



diharu diharuska skan n membay membayar ar retrib retribusi usi,, disamp disamping ing untuk untuk melay melayani ani kepent kepenting ingan an dan kemanfaatan umum
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4) jasa tersebut tersebut hanya hanya diberik diberikan an kepada kepada orang orang pribadi pribadi atau Badan Badan yang yang membaya membayar  r  retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu; 5) Retr Retrib ibu usi



tida tidak k



bert berten enta tang ngan an



den dengan gan



keb kebijak ijakan an



nasi nasio onal nal



meng engenai enai



 penyelenggaraannya 6) Retrib Retribusi usi dapat dapat dipung dipungut ut secara efektif efektif dan efisien, efisien, serta merupak merupakan an salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial 7) pemung pemunguta utan n Retrib Retribusi usi memung memungkin kinkan kan penye penyediaa diaan n jasa tersebut tersebut dengan dengan tingkat tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.  b. Retribusi Jasa Usaha: 1) Retr Retrib ibus usii Jasa Jasa Usah Usahaa bersi bersifat fat buka bukan n pajak pajak dan dan bersi bersifa fatt buka bukan n Retr Retrib ibusi usi Jasa Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu 2) jasa yang bersangk bersangkuta utan n adalah adalah jasa yang yang bersifa bersifatt komersi komersial al yang yang seyogy seyogyany anyaa disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimi dimili liki ki/d /dik ikua uasa saii



Daer Daerah ah yang ang



belu belum m



dima dimanf nfaa aatk tkan an seca secara ra penu penuh h



oleh oleh



Pemerintah Daerah. c. Retr Retrib ibus usii Perizi Perizina nan n Terte Tertent ntu: u: 1)  perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada



Daerah dalam rangka asas desentralisasi 2)  perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum umum



3) biaya biaya yang menjadi menjadi beban Daerah Daerah dalam dalam penyelengg penyelenggaraan araan izin tersebut tersebut dan biaya biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar  sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.



6. Tata Tata Cara Cara Pengh Penghitu itunga ngan n Retri Retribus busii



Dalam Dalam menghi menghitun tunng ng retribu retribusi si daerah daerah harus harus memperh memperhatik atikan an tata tata cara yang yang telah telah ditetapkan oleh UU No. 28 Tahun 2009 pasal 151, yang menyatakan bahwa : a. Besarny Besarnyaa Retrib Retribusi usi yang yang terutan terutang g dihitu dihitung ng berdasa berdasarka rkan n perkal perkalian ian antara antara tingka tingkatt



 penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Yang dimaksud dengan tingkat penggunaan  jasa adalah jumlah penggunaan jasa jas a yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. b. Apabila tingkat penggunaan jasa itu sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat



ditaksir ditaksir berdasarkan berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Pemerintah Daerah. Rumus Rumus yang yang dimaksud dimaksud yaitu besarnya besarnya beban yang harus dipikul dipikul oleh Pemerintah Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.



43



  PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH   June 12, 2011



c. Tarif Tarif Retrib Retribusi usi merupa merupakan kan nilai nilai rupiah rupiah atau atau persen persentase tase terten tertentu tu yang yang diteta ditetapka pkan n



untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. d. Tarif Retribusi ini dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai



dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.



7. Prinsip Prinsip dan dan Sasara Sasaran n Peneta Penetapan pan Tarif Tarif Retribusi Retribusi



Terdapat 3 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, yaitu : a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan



memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek aspek keadil keadilan, an, dan efekti efektivit vitas as pengen pengendal dalian ianatas atas pelay pelayana anan n tersebu tersebut. t. Biaya Biaya itu meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Karena dalam dalam hal peneta penetapan pan tarif tarif sepenuh sepenuhny nyaa memper memperhati hatikan kan biaya biaya penye penyediaa diaan n jasa, jasa,  penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. biaya. b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan



 pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak  meru merupa paka kan n keun keuntu tung ngan an yang yang dipe dipero role leh h apab apabil ilaa pelay pelayan anan an jasa jasa usah usahaa terse tersebu butt dilakukan secara efisien danberorientasi pada harga pasar. c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan



 pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin izin yang yang bersan bersangku gkutan tan yang yang melipu meliputi ti penerb penerbita itan n dokum dokumen en izin, izin, pengaw pengawasan asan di lapa lapang ngan an,, pene penega gaka kan n huku hukum, m, pena penata taus usah ahaa aan, n, dan dan biay biayaa damp dampak ak nega negati tiff dari dari  pemberian izin tersebut. Tarif Tarif Retrib Retribusi usi ditinj ditinjau au kembali kembali paling paling lama lama 3 (tiga) (tiga) tahun tahun sekali. sekali. Peninj Peninjaua auan n tarif  tarif  Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.



8. Pemungutan Retribusi



a. Tata Cara Pemungutan Dalam hal pemungutan retribusi harus memperhatikan tata caranya sebagai berikut : Retribusi usi Retrib



akan akan dipung dipungut ut dengan dengan menggu menggunak nakan an SKRD SKRD (Surat (Surat Ketetap Ketetapan an Retrib Retribusi usi



Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, dan kartu langganan) Dalam



hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang



membay membayar, ar, akan akan dikena dikenakan kan sanksi sanksi admini administr stratif atif berupa berupa bunga bunga sebesar sebesar 2% (dua (dua  persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah). 44
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Penagi giha han n Pena



Retr Retrib ibus usii teru teruta tang ng akan akan dida didahu hulu luii deng dengan an Sura Suratt Tegu Tegura ran n bagi bagi wajib wajib



retribusi-nya.



 b.  Pemanfaatan Adapun Adapun manfaat manfaat yang diperoleh diperoleh dari pemungutan pemungutan retribusi retribusi ini, setiap penerimaan masing masing-ma -masing sing jenis jenis Retrib Retribusi usi akan akan diutam diutamaka akan n untuk untuk mendan mendanai ai kegiat kegiatan an yang yang  berkaitan langsung dengan penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan



c.  Keberatan Jika dalam proses pemungutan retribusi mengalami kendala, seperti keberatan bagi Wajib Wajib retribu retribusi-n si-nya ya maka, maka, mereka mereka dapat dapat menga mengajuk jukan an keberat keberatan an mereka mereka dengan dengan tata tata cara sebagai berikut : Wajib



Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah



atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD (Surat Ketetapan Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen dokumen lain yang yang dipersamakan dipersamakan (karcis, kupon, kupon, dan kartu langganan). langganan). Keberatan Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang  jelas. Keberatan



harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal



SKRD SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keadaan di luar kekuasaannya yang dimaksud adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi Pengajuan Pengajuan



keberatan ini sama sekali tidak akan menunda menunda kewajiban membayar  membayar 



Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi Kepala



Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat



Keberatan Keberatan diterima diterima harus memberi keputusan keputusan atas keberatan keberatan yang diajukan diajukan dengan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapa dapatt beru berupa pa mene menerim rimaa selu seluru ruhn hnya ya atau atau sebag sebagian ian,, meno menola lak, k, atau atau mena menamb mbah ah  besarnya Retribusi yang terutang Apabila



jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan telah lewat dan Kepala Daerah tidak 



memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Tetapi,, Tetapi



jika pengaj pengajuan uan keberat keberatan an dikabu dikabulka lkan n sebagia sebagian n atau atau seluruh seluruhny nya, a, kelebi kelebihan han



 pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. Dan imbalan bunga
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akan dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar).



d.  Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pembayaran



Dalam Dalam hal pemung pemunguta utan n retribu retribusi si terkada terkadang, ng, wajib wajib retribu retribusi si membay membayar ar lebih lebih atas retribusi terutang yang seharusnya mereka bayarkan. Jika, terjadi hal seperti itu, maka Kepala Daerah akan mengembalikannya dengan tata cara, sebagai berikut : Atas



kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi



dapat dapat mengaj mengajuka ukan n permoh permohona onan n pengem pengembal balian ian kepada kepada Kepala Kepala Daerah Daerah . Kepala Daerah Daerah dalam jangka waktu waktu paling paling lama 6 (enam) (enam) - 12 (dua belas) belas) bulan, bulan, sejak  sejak  dite diterim rimany anyaa



perm permoh ohon onan an peng pengem emba balia lian n



kele kelebi biha han n



pemb pembay ayara aran n



Pajak Pajak haru haruss



memberikan keputusan. Apabilaa Apabil



dalam dalam jangka jangka waktu waktu yang yang telah telah ditetap ditetapkan kan sudah sudah terlamp terlampaui aui dan Kepala Kepala



Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi Retribusi dianggap dianggap dikabulkan dikabulkan dan SKPDLB SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak  Daerah Daerah Lebih Lebih Bayar) Bayar) atau SKRDLB SKRDLB (Surat (Surat Ketetap Ketetapan an Retrib Retribusi usi Daerah Daerah Lebih Lebih Bayar) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Apabil ilaa Apab



Wajib Wa jib Pajak Pajak atau atau Wa Wajib jib Retr Retrib ibus usii memp mempun unya yaii utan utang g Pajak Pajak atau atau utan utang g



Retribusi Retribusi lainnya lainnya maka, kelebihan kelebihan pembayaran pembayaran Pajak atau Retribusi yang diajukan diajukan akan langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut. Pengembal balian ian Pengem



kelebi kelebihan han pembay pembayaran aran Pajak Pajak atau Retrib Retribusi usi akan akan dilaku dilakukan kan dalam dalam



 jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB (Surat Ketetapan Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) Bayar) atau SKRDLB (Surat Ketetapan Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Jika



pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat



2 (dua) (dua) bulan, bulan, Kepala Kepala Daerah Daerah akan akan memberi memberikan kan imbalan imbalan bunga sebesar sebesar 2% (dua (dua  persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.



e.  Kedarluwarsa Penagihan



Dalam Dalam hal hal pemu pemung ngut utan an/p /pen enagi agiha han n retri retribu busi si bisa bisa menj menjad adii keda kedalu luwar warsa sa setel setelah ah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib
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Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Kedaluwarsa penagihan Retribusi tertangguh jika: 



diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut







ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak  langsung. Dengan kata lain bahwa Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah (langsung) atau dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan  pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi (tidak langsung) langsung) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 



melaku melakukan kan penagi penagihan han sudah sudah kedalu kedaluwars warsaa dapat dapat dihapu dihapuskan skan sesuai sesuai dengan dengan Keputu Keputusan san Pengha Penghapus pusan an Piutan Piutang g Pajak Pajak dan/at dan/atau au Retrib Retribusi usi provin provinsi si yang yang sudah sudah kedalu kedaluwar warsa sa dari dari Gubernur atau Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa dari Bupati/walikota f.  Pembukuan dan Pemeriksaan



Dalam pemungutan retribusi daerah perlu diadakan pembukuan/pencatatan bagi Wajib Pajak yang melakukan usahanya dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus  juta rupiah) per tahun. Dan Kepala Daerah berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk  menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam rangka rangka melaksanakan melaksanakan peraturan perundang perundang-unda -undangan ngan perpajakan perpajakan daerah dan Retribusi. Retribusi. Bagi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : 



memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasa dasarny rnyaa dan dan doku dokume men n lain lain yang yang berh berhub ubun unga gan n deng dengan an objek objek Pajak Pajak atau atau objek  objek  Retribusi yang terutang







memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan







serta memberikan keterangan yang diperlukan



g.  Insentif Pemungutan



Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan  berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja kinerja terten tertentu. tu. Pemberi Pemberian an insenti insentiff akan akan diteta ditetapka pkan n melalu melaluii Anggar Anggaran an Pendap Pendapatan atan dan 47



  PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH   June 12, 2011



Belanj Belanjaa Daerah Daerah.. Instans Instansii Pelaks Pelaksana ana Pemung Pemungut ut Pajak Pajak dan Retrib Retribusi usi dapat dapat diberi diberi Insent Insentif  if  apabila mencapai kinerja tertentu. Pemberian Insentif ini dimaksudkan untuk untuk meningkatkan: 



kinerja Instansi







semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi







 pendapatan daerah







 pelayanan kepada masyarakat



Pemberian Pemberian Insentif akan dibayarkan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutny berikutnya. a. Dalam Dalam hal target target kinerja kinerja suatu suatu triwul triwulan an tidak tidak tercapa tercapai, i, Insenti Insentiff untuk untuk triwul triwulan an tersebu tersebutt dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan membatalkan Insentif Insentif yang sudah dibayarkan dibayarkan untuk untuk triwulan triwulan sebelumny sebelumnya. a. ( PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak   Daerah dan Retribusi Daerah) Daerah)



h.  Ketentuan Khusus



Di dalam pemungutan pajak/retribusi terdapat ketentuan - ketentuan khusus terkait dengan tindak pidana, seperti : →



Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk untuk menjal menjalank ankan an ketent ketentuan uan peratu peraturan ran perund perundang ang-un -undan dangan gan perpaj perpajaka akan n daerah daerah.. Larangan ini berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk  membantu membantu dalam pelaksanaan pelaksanaan ketentuan ketentuan peraturan peraturan perundang-u perundang-undan ndangan gan perpajakan perpajakan daerah, kecuali : 



Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang  pengadilan







Peja Pejaba batt dan/ dan/at atau au tena tenaga ga ahli ahli yang ang dite diteta tapk pkan an oleh oleh Kepa Kepala la Daer Daerah ah untu untuk  k  memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.



→



Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada  pejabat agar memberikan keterangan,memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana Pidana dan Hukum Hukum Acara Acara Perdata Perdata (harus (harus menye menyebut butkan kan nama nama tersang tersangka ka atau atau nama nama



48
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tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang  bersangkutan dengan keterangan yang diminta) diminta) →



Kepala Kepala Daerah Daerah dapat dapat member memberii izin izin tertul tertulis is kepada kepada pejabat pejabat untuk untuk memberi memberikan kan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.



i.  Penyidikan



Dalam pemungutan pemungutan Pajak/Retrib Pajak/Retribusi usi jika, terjadi tindak tindak pidana pidana maka Pejabat Pegawai Pegawai  Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Daer ah akan diberi wewenang khusus sebagai Penyi Penyidik dik untuk untuk melaku melakukan kan penyi penyidik dikan an tindak tindak pidana pidana di bidang bidang perpaj perpajaka akan n Daerah Daerah dan Retribusi, Retribusi, sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Undang-Und Undang-Undang ang Hukum Hukum Acara Pidana. Pidana. Penyidik  Penyidik  yang dimaksud adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat diangkat oleh pejabat yang berwenang berwenang sesuai dengan dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang perundang undangan. Sebagai penyidik, mereka mempunyai beberapa wewenang, seperti : 1) mene meneri rima ma,, menc mencar ari, i, meng mengum umpu pulk lkan an,, dan dan mene meneli liti ti kete ketera rang ngan an atau atau lapo lapora ran n  berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar  keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas 2) menelit meneliti, i, mencari mencari,, dan mengump mengumpulk ulkan an keteran keterangan gan mengena mengenaii orang orang pribad pribadii atau atau Badan tentang kebenaran kebenaran perbuatan perbuatan yang dilakukan dilakukan sehubungan sehubungan dengan tindak   pidana perpajakan Daerah dan Retribusi 3) meminta meminta keteran keterangan gan dan bahan bukti bukti dari orang pribadi pribadi atau Badan Badan sehubun sehubungan gan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi 4) memerik memeriksa sa buku, buku, catatan, catatan, dan dokumen dokumen lain berkenaa berkenaan n dengan dengan tindak tindak pidana pidana di  bidang perpajakan Daerah dan Retribusi 5) melakukan melakukan penggeledah penggeledahan an untuk mendapatk mendapatkan an bahan bukti bukti pembukuan, pembukuan, pencatatan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut 6) meminta meminta bantuan bantuan tenaga tenaga ahli ahli dalam dalam rangka rangka pelaks pelaksana anaan an tugas penyidik penyidikan an tindak  tindak   pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi 7) menyuruh menyuruh berhenti berhenti dan/atau dan/atau melarang seseorang seseorang mening meninggalkan galkan ruangan ruangan atau tempat tempat  pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa 8) memotr memotret et seseora seseorang ng yang berkaita berkaitan n dengan dengan tindak tindak pidana pidana perpajaka perpajakan n Daerah Daerah dan Retribusi 9) memang memanggil gil orang untuk didengar didengar keteranga keteranganny nnyaa dan diperiks diperiksaa sebaga sebagaii tersang tersangka ka atau saksi 10) menghentikan penyidikan 49
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11) melakukan melakukan tindakan lain yang yang perlu untuk kelancaran kelancaran penyidikan penyidikan tindak pidana di  bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan. Seorang Seorang Penyidik Penyidik akan memberitahu memberitahukan kan dimulainy dimulainyaa penyidikan penyidikan dan menyampaikan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik  Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana



 j.  Ketentuan Pidana



Ada beberapa ketentuan dalam pemungutan/penyampaian SPTPD oleh wajib pajaknya sehingga menjadi tindakan pidana, jika : 



Wajib Wajib Pajak Pajak yang yang karena karena kealpa kealpaann annya ya tidak tidak menya menyampa mpaikan ikan SPTPD SPTPD atau mengis mengisii dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar  sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak  terutangyang tidak atau kurang dibayar.







Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak tidak benar benar atau atau tidak tidak lengka lengkap p atau atau melamp melampirk irkan an keteran keterangan gan yang yang tidak tidak benar  benar  sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak  terutang yang tidak atau kurang dibayar.







Wajib Wa jib Retr Retrib ibus usii yang yang tida tidak k mela melaks ksan anak akan an kewa kewajib jiban anny nyaa sehi sehing ngga ga meru merugi gika kan n keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Selain Selain itu, itu, ada bebera beberapa pa ketent ketentuan uan dalam dalam pemung pemungutan utan/pe /peny nyamp ampaian aian SPTPD SPTPD oleh oleh



wajib pajaknya (pejabat/tenaga ahli) sehingga menjadi tindakan pidana, jika : 



Pejabat Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena karena kealpaanny kealpaannyaa tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal akan dipidana dengan pidana kurungan  paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 Rp4.000.000,00 (empat  juta rupiah).







Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak  memenu memenuhi hi kewaji kewajiban banny nyaa atau seseora seseorang ng yang yang menyeb menyebabk abkan an tidak tidak dipenu dipenuhin hinya ya kewajiban kewajiban pejabat akan dipidana dipidana dengan dengan pidana kurungan kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 50
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Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka wakt waktu u 5 (lima (lima)) tahu tahun n sejak sejak saat saat teru teruta tang ngny nyaa pajak pajak atau atau bera berakh khir irny nyaa Masa Masa Pajak Pajak atau atau  berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Dan  penuntutan terhadap



tindak



pidana hanya



dilakukan



atas



pengaduan orang



yang



kerahasiaanny kerahasiaannyaa dilanggar. dilanggar. Tuntutan pidana harus sesuai dengan dengan sifatnya sifatnya adalah menyangkut menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindakpidana pengaduan.



k.  Ketentuan Peralihan



Pada Pada saat undang undang-un -undan dang g ini berlak berlaku, u, Pajak Pajak dan Retrib Retribusi usi yang yang masih masih teruta terutang ng  berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak kabupaten/kota dan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa, jenis Retribusi Jasa Usaha, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak  saat terutang.



C. Pengawasan dan Pembatalan Pembatalan Peraturan Peraturan Daerah tentang tentang Pajak Pajak dan Retribusi



Yang mempunyai hak kuasa untuk mengumumkan pengawasan dan pembatalan Perda tentang tentang Pajak dan Retribusi adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Di dalam rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam  Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal  persetujuan dimaksud. Sedangkan, untuk rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Paja Pajak k dan dan Retr Retrib ibus usii yang ang tela telah h dise disetu tuju juii bers bersam amaa oleh oleh bupa bupati ti/w /wal alik ikot otaa dan dan DPRD DPRD kabupaten/k kabupaten/kota ota sebelum sebelum ditetapkan ditetapkan disampaikan disampaikan kepada kepada gubernur gubernur dan Menteri Menteri Keuangan Keuangan  paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud. Menteri Menteri Dalam Negeri melakukan melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, ini, kepent kepenting ingan an umum, umum, dan/at dan/atau au peratu peraturan ran perund perundang angund undang angan an lain lain yang yang lebih lebih tingg tinggi. i. Selanjutnya, tugas Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk  menguji menguji kesesuaian kesesuaian Rancangan Rancangan Peraturan Peraturan Daerah dengan ketentuan ketentuan Undang-Und Undang-Undang ang ini, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Menteri Dalam Dalam Negeri Negeri dan gubern gubernur ur dalam dalam melaku melakukan kan evalua evaluasi si berkoo berkoordi rdinasi nasi dengan dengan Menteri Menteri Keuangan. Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan dapat berupa  persetujuan atau penolakan. 51
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Dan hasil hasil evalua evaluasi si akan akan disamp disampaik aikan an oleh oleh Menter Menterii Dalam Dalam Negeri Negeri kepada kepada gubern gubernur  ur  untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/walikota untuk  Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima  belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Tetapi, untuk hasil eval evalu uasi asi beru berup pa pen penolak olakan an akan akan disam isampa paik ikan an den dengan gan diser iserta tain iny ya alas alasan an – alas alasan an  penolakannya. Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan, Rancangan Peraturan Daerah Daerah dimaks dimaksud ud dapat dapat diperb diperbaik aikii oleh oleh gubern gubernur, ur, bupati bupati/wa /walik likota ota bersam bersamaa DPRD DPRD yang yang  bersangkutan. Yang kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diteta ditetapka pkan. n. Dalam Dalam hal Peratu Peraturan ran Daerah Daerah yang yang berten bertentan tangan gan dengan dengan kepent kepenting ingan an umum umum dan/at dan/atau au peratu peraturan ran perund perundang angund undang angan an yang yang lebih lebih tinggi tinggi,, maka maka Menteri Menteri Keuang Keuangan an akan akan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam  Negeri. Dalam penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada Menter Menterii Dalam Dalam Negeri Negeri dilaku dilakukan kan paling paling lambat lambat 20 (dua (dua puluh) puluh) hari hari kerja kerja sejak sejak tangga tanggall diterimanya Peraturan Daerah. Berdasarkan Berdasarkan rekomendasi rekomendasi pembatalan pembatalan yang disampaikan disampaikan oleh Menteri Menteri Keuangan, Keuangan, Menter Menterii Dalam Dalam Negeri Negeri mengaj mengajuka ukan n permo permohon honan an pembata pembatalan lan Peratu Peraturan ran Daerah Daerah kepada kepada Presiden. Presiden. Keputusan Keputusan pembatalan pembatalan Peraturan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Peraturan Presiden Presiden  paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Peraturan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan selanjutnya, Kepala Daerah harus memberhentikan  pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah. Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dengan dengan alasan-alasan alasan-alasan yang dapat dibenarkan dibenarkan oleh peraturan peraturan perundang perundang-unda -undangan, ngan, Kepala Kepala Daerah Daerah dapat dapat mengaju mengajukan kan kebera keberatan tan kepada kepada Mahkam Mahkamah ah Agung Agung.. Jika Jika keberat keberatan an dikabu dikabulka lkan n sebagi sebagian an atau atau seluru seluruhny hnya, a, putusan putusan Mahkam Mahkamah ah Agung Agung tersebu tersebutt menya menyataka takan n Peraturan Presiden menjadibatal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah Daerah maka maka Peratu Peraturan ran Daerah Daerah tersebu tersebutt dinya dinyataka takan n berlak berlaku. u. Dan pelang pelanggar garan an terhada terhadap p ketent ketentuan uan yangt yangtelah elah diteta ditetapka pkan n oleh oleh Daerah Daerah dikena dikenakan kan sanksi sanksi berupa berupa penund penundaan aan atau atau 52
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 pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi. Tata cara  pelaksanaan penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.



BAB III PENUTUP A. Ke Kesi simp mpul ulan an Dalam Dalam sejarah sejarah kepeme kepemerinta rintahan han daerah daerah di Indonesia, Indonesia, pemungu pemungutan tan pajak daerah



terbukt terbuktii berjala berjalan n seiring seiring dengan dengan sejauh sejauh mana mana daerah daerah diberi diberi kewenan kewenangan gan oleh oleh pemerin pemerintah tah  pusat untuk untuk mengatur mengatur dirinya. dirinya. Pola pemberian pemberian kemampuan kemampuan keuangan, keuangan, baik yang yang tercakup tercakup dalam topik alokasi keuangan antar tingkatan pemerintahan maupun pemberian



kemamp kemampuan uan bagi bagi daerah daerah untuk untuk secara secara langsung langsung menerim menerimaa penerim penerimaan aan (kompo (komponen nen PAD, PAD, dimana dimana termasuk termasuk di dalamny dalamnyaa pajak pajak daerah), daerah), sangat sangat terkait terkait erat dengan dengan kewenang kewenangan an yang yang dimili dimiliki ki dan dijala dijalanka nkan n daerah daerah dalam dalam rangka rangka status status otonom otonom yang yang diemban diembanny nya. a. Politi Politik  k  desent desentrali ralisasi sasi,, dimana dimana tercaku tercakup p di dalamn dalamnya ya desent desentral ralisas isasii fiskal fiskal,, yang yang dijalan dijalankan kan oleh oleh  pemerinta  pemerintah h Republik Republik Indonesia Indonesia dapat dapat dilihat dilihat sebagai sebagai suatu pendulum pendulum yang bergerak  bergerak 



sesuai dengan irama politik yang dimainkan oleh penguasa (pemerintah pusat) dan tuntutan daerah.  penting untuk untuk memberik memberikan an peluang peluang Tujuan dari diadakannya otonomi daerah sangat  penting kepada daerah untuk mengoptimalkan  penerim  penerimaan aannya nya,, termasuk termasuk dalam dalam peneri penerima maan an



 pajak  pajak daerah daerah dengan dengan memberi memberikan kan kesempatan bagi daerah untuk memungut beragam  pemberian n kemam kemampuan puan ini tidak berhenti berhenti pada titik ini.  jenis pajak. Namun demikian,  pemberia Pemerintah Pemerintah juga harus kembali kembali mengeluarkan mengeluarkan regulasi guna mencegah mencegah dampak-dampak  dampak-dampak  negatif negatif



yang



muncul muncul



dari keberagam keberagaman an jenis pajak yang dipungut dipungut seraya seraya membua membuatt



aransemen kelembagaan yang komprehensif guna mengatur pelaksanaan desentralisasi



fiskal fiska l yang terkait terkai t dengan dimungkinkannya dimungkinkannya daerah memungut beragam jenis pajak daerah. Sela Selanj njut utny nya, a,



untu untuk k



meni mening ngka katk tkan an



efek efekti tivi vitas tas



peng pengaw awasa asan n



pung pungut utan an



Daera Daerah, h,



mekani mekanisme sme pengaw pengawasan asan diubah diubah dari dari represi represiff menjadi menjadi preven preventif tif.. Setiap Setiap Peratu Peraturan ran Daerah Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak  53
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daerah dan retribusi retribusi daerah yang melanggar melanggar ketentuan ketentuan peraturan peraturan perundang-un perundang-undang dangan an yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi. Dengan Dengan diberlakuk diberlakukanny annyaa Undang-Und Undang-Undang ang terbaru terbaru untuk pajak daerah dan retribusi retribusi daer daerah ah (UU (UU No. No. 28 Tahu Tahun n 2009 2009), ), kema kemamp mpua uan n Daer Daerah ah untu untuk k memb membiay iayai ai kebu kebutu tuha han n  pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan  pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam dunia dunia usaha yang pada gilirannya gilirannya diharapkan diharapkan dapat meningkatk meningkatkan an kesadaran kesadaran masyarakat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.



B. Saran



Untuk meningkatkan meningkatkan pembangunan pembangunan di setiap daerah maka dibutuhkan dibutuhkan dana guna memban membangun gun berbag berbagai ai fasili fasilitas tas yang yang bergun bergunaa untuk untuk kepent kepenting ingan an daerah daerah tersebu tersebutt sepert sepertii  pembangunan Jalan Raya, Jembatan, Rumah Sakit dan tempat-tempat pelayanan umum lainnya yang merupakan berguna untuk kepentingan bersama di daerah tersebut, oleh karena itu dengan dengan adanya adanya Pajak Pajak Daerah Daerah maka maka hal ini dapat memban membantu tu dalam dalam pemban pembangun gunan an di  berbagai sektor di daerah tersebut. Dengan dipungutnya Pajak Daerah ini yaitu untuk meningkatkan pembangunan daerah ters terseb ebut ut dala dalam m



pela pelay yanan anan



masy asyarak arakat at



sesu sesuai ai deng dengan an daer daerah ah masi masing ng-m -mas asin ing g



yang ang



ditempatinya, karena setiap daerah mempunyai peraturan-peraturan yang berbeda akan tetapi terpaku pada peraturan pemerintah pusat. Oleh karena itu agar pembangunan di suatu daerah ini berkembang maka diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar Pajak.
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